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DEDDY ARIF BUDHIARSA, D0105008. The Performance of Land Affair Office in Serving 
Land Certificate (Descriptive Study Toward The Service of Lease Hold Land Shift 
Certification in Land Affair Office of Surakarta in the Year of 2008-2009). Thesis. Social 
and politic Science, Sebelas Maret University, 2009. 
 Land affair office is a governmental organization responsible for the 
implementation of land certification service in Indonesia. Land certification is addressed 
for every people having land. The purpose of the research is to find out about the 
performance of Land Affair Office of Surakarta City in doing land certification service 
which can be seen from performance indicators that are productivity, responsiveness, 
and accountability. 
 The research is aimed to investigate the service of land certification in Land 
Affair Office of Surakarta City. The problem statement used is how is the performance of 
Land Affair Office of Surakarta City in doing the service of lease hold land shift 
certification? The method used in this research is qualitative descriptive method. The 
technique of data collection is done by interview, documentation study, and 
observation. The interview is done toward related party corresponding with research 
object, that is chief of land right responsibility shift and PPAT, chief of lawsuit and 
conflict, counter officer, and then it is continued to the people as applicant of lease hold 
land shift by using sampling purposive method as the method of sample derivation. 
Document study is done toward document as well as catalog book corresponding with 
the research topic. The observation is done by doing direct observation about the 
service in Land Affair Office. The data validity used is data triangulation that is testing 
similar data from various source and then the data analysis technique is by using 
interactive analysis with analysis component that are data reduction, data 
interpretation, and conclusion drawing. 
 The result of the research shows that the Land Affair Office of Surakarta City in 
its service of lease hold land shift generally is operated well/ it can be seen from the 
measurement indicator as follow. The productivity of Land Affair Office of Surakarta City  
has fulfilled the target since 95% of land in Surakarta had already have certificate. About 
the responsiveness of Land Affair Office side toward applicant of lease hold land shift in 
handling the complaint of applicant generally runs well because the customer’s klaim is 
directly processed by Land Affair Office of Surakarta City. Meanwhile the accountability 
of Land Affair Office of Surakarta City in the service of lease hold land shift certification 
is that the officer has done their responsibility well in implementing governmental 
program an also in serving as good mediator of the conflicting parties. 





DEDDY ARIF BUDHIARSA, D0105008, Kinerja Kantor Pertanahan dalam 
Pelayanan Sertifikasi Tanah (Studi Deskriptif Atas Pelayanan Sertifikasi 
Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta Tahun 
2008-2009), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret, 2009. 
 
 
 Kantor Pertanahan adalah sebuah organisasi Pemerintah yang bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi tanah di Indonesia. Sertifikasi 
tanah diperuntukan untuk semua masyarakat yang mempunyai tanah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dalam pelayanan sertifikasi tanah yang dilihat dari indikator 
kinerja yakni produktifitas, responsivitas, dan akuntabilitas, 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pelayanan sertifikasi tanah di 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Rumusan masalah yang digunakan adalah 
Bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam Pelayanan sertifikasi 
peralihan hak atas tanah ?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif . Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara, telaah dokumen dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak 
terkait yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT, kasubsi sengketa dan konflik, petugas loket, dan 
dilanjutkan kepada masyarakat pemohon peralihan hak atas tanah dengan metode 
purposive sampling sebagai metode pengambilan sampelnya. Telaah dokumen 
dilakukan terhadap dokumen maupun buku-buku pedoman yang berhubungan 
dengan topik penelitian. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung 
mengenai pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi data yakni menguji data yang sejenis dari berbagai 
sumber dan tehnik analisis datanya adalah analisis interaktif dengan komponen 
analisis yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. 
 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa  Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
dalam pelayanan peralihan hak atas tanah umumnya sudah berjalan dengan baik. 
Hal ini ditunjukkan dengan tolak ukur sebagai berikut, produktivitas Kantor 
Pertanahan Surakarta sudah cukup memenuhi target karena 95% tanah di 
Surakarta telah bersertifikat. Untuk responsivitas pihak Kantor Pertanahan 
terhadap pemohon peralihan hak tanah dalam menangani keluhan para pemohon 
umumnya sudah baik karena keluhan dari pemohon langsung di proses oleh 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Sedangkan akuntabilitas Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dalam pelayanan sertifikasi peralihan hak atas tanah telah 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam melaksanakan program 
pemerintah dan juga sebagai mediator yang baik antar pihak yang bersengketa. 
 
 
Kata kunci : Kinerja, Produktifitas, responsivitas, akuntabilitas. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. latar belakang masalah 
Penilaian kinerja suatu organisasi merupakan suatu kegiatan yang penting 
atau harus dilakukan karena dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan 
keberhasilan suatu organisasi dalam hal mencapai tujuannya. Untuk instansi 
pemerintah yang menjadi pelayan publik pengukuran kinerjanya menjadi sangat 
penting untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat, apakah sudah memenuhi harapan masyarakat selaku pengguna jasa 
pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu juga pengukuran kinerja 
dapat dijadikan tolak ukur apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja 
pelayanan yang ada. Dengan adanya informasi tentang penilaian kinerja tersebut 
dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja agar lebih sistematis dan tepat 
arah sehingga tujuan ataupun misi organisasi bisa tercapai dan pelayanan publik 
yang diberikan bisa lebih optimal. Dengan adanya kinerja birokrasi yang tinggi 
maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam 
memberikan pelayanan. 
Penilaian tentang kinerja merupakan sesuatu hal yang penting karena  akan 
dapat meningkatkan kinerja secara optimal.Akan tetapi penilaian tentang kinerja 
birokrasi publik di Indonesia masih jauh dari kata sering, atau dengan kata lain 
masih jarang dilakukan. Hal ini berbeda sekali dengan organisasi swasta yang 
kinerjanya dapat diukur dengan hanya melihat keuntungan yang didapat sudah 
bisa menunjukkan kinerja yang ada.  
Berikut dikemukakan arti pentingnya penilaian kinerja menurut Agus 
Dwiyanto (2006:47) yakni : “penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang 
sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 
organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi 
mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan 
yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna 
jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk 
memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi 
mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat 
penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam 
organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking 
dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa 
diciptakan”. 
Selain itu juga dalam pengukuran kinerja organisasi publik diperlukan 
juga informasi dari lingkup internal organisasi mengenai tingkat pencapaian 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Akan tetapi 
hal ini masih mustahil terjadi karena informasi tentang kinerja birokrasi belum 
mudah di akses atau didapatkan oleh masyarakat umum. Informasi mengenai 
kinerja birokrasi publik dirasakan masih terbatas, hal ini dikarenakan pemerintah 
masih mengganggap kinerja merupakan sesuatu yang kurang penting. Kurang 
tersedianya informasi mengenai kinerja birokrasi publik dapat dijadikan suatu 
bukti ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja sebagai suatu ukuran 
dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu juga dalam hal mempromosikan 
jabatan yang dijadikan acuan adalah masa jabatan, seharusnya yang dijadikan 
acuan dalam promosi jabatan adalah kinerja pejabat itu sendiri. Hal ini akan 
mengakibatkan kurang optimalnya kualitas kinerja pejabat birokrasi dalam hal 
pelayanan kepada publik. 
Kinerja birokrasi publik di Indonesia sulit untuk diukur dikarenakan juga 
oleh tujuan dan misi birokrasi seringkali tidak jelas, hal ini terjadi karena adanya 
benturan antara stakeholders yang saling memiliki kepentingan sendiri-sendiri 
sehingga membuat birokrasi publik sulit untuk merumuskan misi yang jelas.   
Kinerja birokrasi publik tidak bisa hanya diukur dengan indikator-indikator yang 
ada pada birokrasi tersebut seperti halnya efisiensi dan efektifitas, tetapi juga 
melihat dari sisi kepuasaan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Jadi 
bisa dikatakan penilaian kinerja birokrasi publik tidak dapat dipisahkan dari 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Di tengah-tengah semakin berkembangnya berbagai jenis pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah, mutu pelayanan yang diberikan masih sering 
diabaikan. Untuk itu, kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu di tingkatkan. 
Karena mengingat salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi pelayanan  
masyarakat / Public Service Function. Oleh karena itu, kehadiran birokrasi 
pemerintah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Alasan 
lain karena penyelenggaraan pelayanan publik, apalagi pelayanan jasa merupakan 
kebutuhan setiap orang yang sifatnya dinikmati semua orang tanpa terkecuali. 
Salah satu pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi publik adalah 
pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini mengingat bahwa hak memiliki tanah 
merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang peranan 
penting dalam suatu kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat dijadikan 
sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan 
manusia yaitu sebagai tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka.  
Hak-hak Atas Tanah dimaksud memberi kewenangan untuk 
mempergunakan tanah, bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya 
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain Hak-
hak Atas Tanah juga ditentukan Hak-hak atas air dan ruang angkasa.  Dalam 
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok 
Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan hak – hak atas tanah ialah : 
1. Hak tanah sebagai hak guna bangunan. 
2. Hak pakai. 
3. Hak sewa. 
4. Hak membuka tanah 
5. Hak memungut hasil hutan, dan sebagainya. 
Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap-tiap orang atau individu dapat  
memohonkan dan mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu di Kantor Pertanahan 
setempat. Pendaftaran tanah itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 5 tentang pendaftaran tanah 
dilaksanankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut pasal 1 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 
yang dimaksud dengan sertifikat adalah Tanda bukti yang meliputi hak atas tanah, 
hak pengelolaan, hak tanah wakaf, hak  milik atas satuan rumah susun, dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan. 
Pasal tersebut kemudian dikuatkan juga dengan  Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 31 ayat 2 tentang pendaftaran 
tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat  yaitu bahwa penerbitan sertifikat yang 
dimaksud agar pemegang hak tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya, 
oleh karena itu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat.  
Dengan adanya landasan hukum yang kuat apabila terjadi konflik 
pertanahan, pemilik  sertifikat tanah tersebut bisa menuntut pihak lain yang 
berusaha merebut kepemilikan tanah yang sudah menjadi haknya. 
Akan tetapi meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat tentang 
sertifikasi tanah dari berbagai hak atas tanah tersebut, masih terdapat banyak 
masalah yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi adalah tentang 
permasalahan batas tanah atau yang biasa disebut tanda batas kepemilikan tanah. 
Batas tanah bisa saja berubah atau sengaja dirubah oleh pihak yang berusaha 
mengambil hak tanah orang lain, misalnya saja dengan menggeser patok atau 
batas tanah yang telah ada. Hal ini tentunya akan menjadi konflik antara pemilik 
tanah dengan pihak yang berusaha mengambil hak tanah tersebut.  
Konflik pertanahan bisa terjadi antara individu dengan individu atau 
individu dengan kelompok dan sifatnya juga sangat beragam. Konflik pertanahan 
juga terjadi di kota Surakarta yang secara  umum dapat digambarkan menjadi  dua 
bagian, yaitu konflik berdasarkan subyek konflik dan objek konflik. 
Konflik yang berdasarkan subyeknya antara lain : 
1. Konflik antara orang dengan orang. 
2. Konflik antara orang dengan instansi pemerintah. 
3. Konflik antara orang dengan pihak kraton 
4. Konflik antara orang dengan badan hukum. 
5. Konflik antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah. 
6. Konflik antara pemerintah kota dengan kraton. 
Konflik yang berdasarkan objeknya antara lain : 
1. Tanah magersari. 
2. Tanah- tanah yang tidak terawat atau terlantar. 
3. Daerah marjinal atau pinggiran kota. 
4. Daerah bantaran sungai.(www.bpn-solo.com) 
  Selain permasalahan batas tanah tersebut, yang biasa terjadi adalah adanya 
sertifikat aspal ( sertifikat asli tapi palsu). Sertifikat asli atau palsu ini sering 
digunakan dalam pembuatan surat keterangan kepala desa, surat keterangan 
warisan, surat segel jual beli maupun sebagai jaminan hutang. Hal inilah yang 
membuat surat keterangan asli tapi palsu ini menjadi salah satu penyebab konflik 
pertanahan.  
Dalam sertifikasi tanah yang biasa juga terjadi adalah adanya sertifikat 
tanah dobel. Permasalahan sertifikat dobel terjadi akibat kesalahan pengukuran 
yang bermula dari kesalahan dalam hal penunjukan batas tanah oleh pemilik yang 
sah. Kesalahan penunjukan batas tanah ini bisa terjadi karena ketidaksengajaan 
pemilik tanah atau memang pemilik tanah secara sengaja melakukan hal tersebut 
dengan maksud dan tujuan tertentu. Sertifikat dobel ini dapat disalahgunakan oleh 
pemegang sertifikat, karena dengan adanya sertifikat dobel ini pemilik sertifikat 
tanah dapat mempergunakan sertifikat yang sama untuk hal- hal yang tentunya 
tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. 
Sertifikat aspal (Sertifikat asli tapi palsu) dan sertifikat dobel ini tidak 
akan terjadi apabila dalam pembuatan sertifikat tanah sesuai dengan aturan dan 
syarat- syarat yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam aturan-aturan dan syarat- 
syarat pembuatan sertifikat tanah yang sering terjadi adalah birokrasi yang ada 
cenderung rumit sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, 
sehingga masyarakat banyak yang menggunakan jalan pintas ataupun mengurus 
sertifikat mereka lewat calo-calo yang telah berpengalaman dalam sertifikasi 
tanah.  
Berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi tersebut merupakan 
persoalan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta selaku pemberi pelayanan sertifikasi tanah mempunyai 
peran yang sangat penting dalam bidang pertanahan di kota Surakarta. Selain 
menangani berbagai permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
juga berkewajiban melaksanakan  berbagai kegiatan pelayanan sertifikasi tanah 
yang salah satu di antaranya adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas 
tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari 
satu pihak ke pihak lain. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanah adalah 
melalui Hibah. Hibah yaitu suatu persetujuan dalam mana suatu pihak 
berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak 
milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat 
ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Salah 
satu contoh hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui hibah adalah Hak Milik. 
Hak Milik yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. 
Apabila sudah dilakukan peralihan hak atas tanah maka harus segera didaftarkan 
tanahnya di Kantor Pertanahan atau yang biasa disebut dengan pendaftaran tanah. 
Peralihan hak atas tanah juga bisa mengenai pemegang haknya, yaitu jika terjadi 
pewarisan, pemindahan hak/peralihan hak, atau penggantian nama. Dengan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota maka 
masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah tersebut akan mendapat jaminan 
kepastian hukum mengenai pemilik tanah setelah diadakannya kegiatan peralihan 
hak atas tanah tersebut yang akan diperoleh dengan Sertipikat baru dengan data 
yuridis yang baru/nama pemilik hak yang baru. Permasalahan yang terjadi dalam 
peralihan hak atas tanah ini adalah proses administrasi yang cenderung rumit 
sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sertifikat 
tanah.. Berikut ini adalah tabel permohonan peralihan hak atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta mulai Januari 2008 sampai dengan Mei 2009. 
Tabel 1.1 
        Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Periode Januari 2008-Mei 2009 
BULAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SISA 
Januari 2008 44+881=925 597 328 
Februari 2008 328+460=788 605 183 
Maret 2008 183+501=684 602 82 
April 2008 82+725=807 556 251 
Mei 2008 251+692=943 612 331 
Juni 2008 331+667=1008 781 227 
Juli 2008 227+691=918 774 144 
Agustus 2008 144+970=1114 1114 0 
September 2008 758 714 44 
Oktober 2008 44+671=715 644 71 
November 2008 71+714=785 785 0 
Desember 2008 375 375 0 
Januari 2009 345+375=720 331 389 
Februari 2009 789+718=1007 731 376 
Maret 2009 376+662=998 998 0 
April 2009 971 888 83 
Mei 2009 83+597=680 613 67 
        Sumber: data BPN Surakarta 2008/2009 
Menurut survey KPPOD tentang Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah 
2007 menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat 
tanah adalah dua bulan. Terdapat 12 daerah dari 243 daerah yang disurvei yang 
membutuhkan waktu lebih dari enam bulan untuk mendapatkan sertifikat tanah, 
yaitu Kota Surakarta (26 minggu), Kota Bogor (27 minggu), Kota Surabaya (36 
minggu), dan Kota Cimahi (42 minggu). Daerah yang cepat dalam pelayanan 
penerbitan sertifikat tanah di antaranya Kota Kupang 6 minggu dan Kota 
Makassar 9 minggu. (www.suarakarya-online.com).  
Lamanya pemberian sertifikat tanah ini dialami oleh warga Serengan 
Setelah menunggu sekitar satu tahun, 128 kepala keluarga (KK) akhirnya 
menerima sertifikat atas tanah bekas swapraja yang telah mereka tempati selama 
puluhan tahun. Sertifikasi massal itu dilakukan secara swadaya oleh pemohon. 
Luas lahan yang disertifikasi 11.000 m2. Setiap bidang luasnya bervariasi, mulai 
dari 24 m2 hingga 100 m2.(www.suara Merdeka.com) 
Dengan melihat survey KPPOD rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan sertifikat tanah adalah dua bulan atau bisa dikatakan hanya delapan 
minggu, akan tetapi kita ketahui bahwa kota Surakarta termasuk salah satu kota 
yang terhitung lama dalam hal pemberian sertifikat tanah yaitu 26 minggu. 
Lamanya penerbitan sertifikat tanah ini menjadi suatu permasalahan dalam BPN. 
Yang menjadi faktor penyebab lamanya penerbitan sertifikat tanah ini apakah 
dikarenakan tanah tersebut bermasalah sehingga sertifikatnya sulit untuk diurus 
atau pelayanan yang diberikan dalam sertifikasi tanah kurang optimal? Hal ini 
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Kinerja Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta dalam pelayanan Sertifikasi tanah. Dengan penelitian 
ini maka nantinya akan diketahui bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta dalam menangani permasalahan sertifikasi tanah. 
B. PERUMUSAN MASALAH. 
Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas maka perumusan 
masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
“ Bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam pelayanan 
sertifikasi peralihan hak atas tanah?”. 
 
C.  Tujuan Penelitian 
 1. Untuk mengetahui Kinerja Badan Pertanahan Kota Surakarta dalam 
Pelayanan sertifikasi tanah. 
 2. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca 
dalam memahami Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 
Surakarta Dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah, khusunya dalam peralihan 
hak atas tanah. 
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta dalam rangka 
peningkatan kinerja  terkait dengan pelayanan sertifikasi tanah. 
4. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang 
dalam masyarakat. 
2. Agar penelitian ini bermanfaat bagi Badan Pertanahan Nasional Kota 
Surakarta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja 
terkait pelayanan sertifikasi tanah. 
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk 
membantu penelitian selanjutnya yang sejenis. 
4. Mempraktekkan teori-teori administrasi negara atas permasalahan kinerja 
organisasi publik. 
 
E. Tinjauan Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Kinerja 
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 
diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, 
atau “prestasi” (Yeremias T. Keban, Ph. D, 2004 : 191). 
Dalam praktek, pengukuran kinerja seringkali dikembangkan 
secara ekstensif, intensif, dan eksternal. Pengembangan kinerja secara 
ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang 
diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, sedangkan pengembangan 
secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan 
dalam pengukuran kinerja. Pemikiran seperti ini sangat membantu untuk 
dapat lebih secara valid dan obyektif melakukan penilaian kinerja karena 
lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak 
pihak yang terlibat dalam penilaian  (Pollitt dan Boukaert dalam Yeremias 
T. Keban, Ph. D, 2004 : 192). 
Benardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004:192) 
mengartikan kinerja sebagai ”....the record of outcomes produced on a 
specified job function or activity during a specied time period...”. Dalam 
definisi ini, aspek yang ditekankan adalah catatan tentang outcome atau 
hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan 
selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu 
pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode 
tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. 
The Scribner-Bantam English Dictionary dalam Sedarmayanti 
(2003 : 147) kinerja (performance) berasal dari akar kata “to perform” 
yang mempunyai beberapa “entries” berikut : 
a. To do carry out; execute. (Melakukan, menjalankan,melaksanakan). 
b. To discharge of fulfil; as a vow. (Memenuhi atau menjalankan 
kewajiban suatu nazar). 
c. To portray, as character in a play. (Menggambarkan suatu karakter 
dalam suatu permainan). 
d. To render by the voice or musical instrument. (Menggambarkannya 
dengan suara atau alat musik). 
e. To execute or complete an undertaking. (melaksanakan atau 
menyempurnakan tanggung jawab). 
f. To act a part in play. (Melakukan suatu kegiatan dalam suatu 
permainan). 
g. To perform music. (Memainkan pertunjukan music). 
h. To do what is expected of a person or machine. (Melakukan sesuatu 
yang diharapkan oleh seseorang atau mesin).  
Arti performance atau kinerja dapat disimpulkan menjadi sebagai 
berikut : “Performance” adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral ataupun etika. 
Pendapat lain mengutarakan bahwa kinerja merupakan terjemahan 
dari “performance”, berarti: perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi 
kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna. Performance is defined 
as the record of outcomes produced on a spesific job function or activity 
during a spesific time period (Berardin, John H & Joyce E.A Russel dalam 
Sedarmayanti, 2003:147) 
Di samping itu menurut Sedarmayanti (2003:148) kinerja 
(performance) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses 
manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 
tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 
(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 
Berikut ini adalah beberapa kata kunci dari definisi kinerja yaitu : 
a. Hasil kerja pekerja. 
b. Proses atau organisasi. 
c. Terbukti secar konkrit. 
d. Dapat diukur, dan/atau dibandingkan dengan standar yang telah 
ditentukan. (Irawan Prasetya dalam Sedarmayanti, 2003:148) 
Definisi mengenai kinerja organisasi dikemukakan juga oleh 
Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) sebagai gambaran mengenai 
tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut 
1.a  Pengukuran kinerja 
 Menurut Chandler & Plano dalam Yeremias (2004:195) 
pengukuran kinerja adalah an evalution of an employee’s progress 
or lack of progress measured in terms of job effectiveness. Batasan 
ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari 
seoran pegawai. 
 Sedangkan Bernardin dan russel dalam Yeremias 
(2004:195-196) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai “ a 
way of measuring the contributions of individuals to their 
organization”. Yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara 
mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi 
organisasinya. Dan tujuannya adalah memberikan 
insentif/disinsentif kepada hasil kerja yang dicapai pada masa 
lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja di masa 
mendatang. 
 Menurut Robertson dalam Mohammad Mahsun (2006 : 25) 
Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu 
proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 
yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : 
efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan 
jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa 
diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan 
terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalan mencapai tujuan. 
 Sedangkan menurut Lohman dalam Mohamad Mahsun 
(2006:25-26) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas 
penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivikasi  dari 
tujuan strategis organisasi. Whittaker menjelaskan bahwa 
pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 
dan akuntabilitas. 
 Menurut Mohamad Mahsud (2006:26-28) terdapat empat 
elemen pokok dalam pengukuran kinerja yaitu: 
1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategis organisasi  
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara 
eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran 
merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara 
eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi 
adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, visi dan misi 
organisasi. 
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja 
Indikator kinerja mengacu pada penelitian kinerja secara tidak 
langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 
indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada 
penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran 
kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat 
ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja 
dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (critical 
success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance 
indicator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang 
mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area 
ini menggambarkan preferensi manajerial dengan 
memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan 
nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan 
utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang 
terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci 
merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai 
ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non 
finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. 
Indikator ini dapat digunakan oleh manager untuk mendeteksi 
dan memonitor capaian kinerja. 
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran 
organisasi  
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi 
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan 
ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, 
penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan 
positif berarti palaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai 
serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 
Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum 
berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang 
ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan 
sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan 
ukuran kinerja yang ditetapkan. 
4. Evaluasi kinerja  
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima 
informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai 
organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan 
skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat 
dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian 
kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
  Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian 
pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan 
strategis organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan 
penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkrit 
dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih 
berwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan 
pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama 
diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang 
digunakan (Mohamad Mahsun, 2006: 29-30). 
 Menurut Joko Widodo (2005:94) pengukuran kinerja 
merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 
dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja 
digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan 
pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi 
dan visi organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan 
aktivitas menilai kinerja yang dicapai organisasi, dalam 
melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah 
ditetapkan. Inti aktivitas pengukuran kinerja yakni melakukan 
penilaian. Untuk bisa melakukan penilaian tertentu dibutuhkan 
standar penilaian. Hakikat penilaian yakni membandingkan antara 
realita dengan dengan standar yang ada. Karena itu, cara 
melakukan pengukuran kinerja yakni dengan cara (a) 
membandingkan antara rencana dengan realisasi, (b) realisasi tahun 
ini dengan tahun lalu, (c) membandingkan organisasi lain yang 
sejenis (bench-marking), (d) membandingkan antara realisasi 
dengan standarnya. 
 Pengukuran kinerja ini menjadi suatu keharusan bagi setiap 
unit organisasi instansi pemerintah, karena: 1) Jika kinerja tidak 
diukur, maka tidak mudah membedakan antara keberhasilan 
dengan kegagalan, 2) Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, 
maka kita tidak dapar menghargainya, 3) Jika keberhasilan tidak 
dihargai, kemungkinan besar malahan akan menghargai kegagalan, 
dan 4) Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan 
bisa belajar dari kegagalan. Mengingat arti pentingnya pengukuran 
kinerja, maka perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan 
kemampuan setiap aparatur pemerintah dalam melakukan 
pengukuran kinerja instansi (unit organisasinya). (Joko Widodo, 
2005: 94). 
1.b  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
 Dalam Yeremias T. Keban (2004 : 203) untuk melakukan 
kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka 
perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut : 
1. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 
melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, 
orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak 
ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan 
perbuatan tersebut. 
2. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi 
dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. 
Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, 
kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja 
sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia 
tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga 
merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja. 
3. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu 
organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma 
yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka 
penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak 
yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus 
utama kurang diperhatikan. 
4. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap 
pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan 
komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka 
para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha 
melakukakan penilaian secara tepat dan benar. 
Ruky dalam Hessel Nogi (2005: 180) mengidentifikasikan 
faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat 
pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut: 
1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja    
yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang 
dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang 
digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi 
tersebut.; 
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi; 
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, 
penataan ruangan, dan kebersihan; 
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja 
yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; 
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota 
organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan 
organsiasi; 
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek 
kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya. 
  Sedangkan menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005:180-
181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organsiasi birokrasi di 
masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: 
1. Struktur organsiasi sebagai hubungan internal yang berkaitan 
dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organsasi; 
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; 
3. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas 
karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal; 
4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan 
pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi 
kinerja organisasi; 
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada 
setiap aktivitas organisasi. 
  Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi (2005:181-182) 
mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat 
dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seperti 
berikut ini: 
1. Faktor eksternal yang terdiri dari: 
a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan 
keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada 
keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi 
ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. 
b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai 
daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya 
sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. 
c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang 
ditengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan 
mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi 
peningkatan kinerja organisasi. 
2. Faktor internal yang terdiri dari: 
a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa 
yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 
b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang 
akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal 
yang ada. 
c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan 
anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi 
secara keseluruhan. 
d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identita suatu organisasi 
dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi 
yang bersangkutan. 
1.c      Indikator Kinerja 
Indikator kinerja (performance indicators) sering disamakan 
dengan ukuran kinerja (performance measure), namun sebenarnya, 
meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat 
perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja 
secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 
indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. 
Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada 
penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat 
kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat 
dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan 
strategi (Mohammad Mahsun, 2006 : 71). 
Dalam Mohammad Mahsun (2006 : 71) definisi indikator 
kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 
telah ditetapkan. Sementara menurut Lohman dalam Mohammad 
mahsun (2006 : 71) indikator kinerja (performance indicators) 
adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara 
kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan 
berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. 
Ada berbagai macam indikator yang dapat digunakan untuk 
menilai kinerja organisasi publik. Menurut Mohammad Mahsun 
(2006 : 77) jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi : 
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 
keluaran. Indikator ini  mengukur jumlah sumber daya seperti 
anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan 
masukan lain, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. 
Dengan meninjau distribusi sumber daya manusia, suatu lembaga 
dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah 
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini 
dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan 
lembaga-lembaga relevan. 
2. Indikator proses (Process). Dalam indikator proses, organisasi 
merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, 
maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu 
yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan 
ekonomis pelaksanaan kegiatan tersebut. Efisiensi berarti besarnya 
hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. 
Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu 
kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar 
biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu. 
2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan 
langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik 
atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk 
mengukur keluaran yang dihasikan dari suatu kegiatan. Dengan 
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator 
keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu 
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang 
terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator 
keluaran, harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. 
Misalnya untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator kinerja 
berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah. 
3. Indikator hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek 
langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan 
indikator keluaran. Indikator outcome lebih utama dari sekedar 
output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, 
belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome 
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang 
mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator 
outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah 
diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi 
masyarakat banyak. 
4. Indikator manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan 
tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat 
menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. 
Manfaat tersbut baru tempak setelah bebrapa waktu kemudian, 
khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat 
menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan 
berfungsi dengan optimal (tepat loksi dan waktu) 
5. Indikator dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 
positif maupun negatif. 
 Bastian dalam Hessel (2005 : 175) menetapkan indikator   
kinerja organisasi sebagai berikut : 
1. Indikator masukan (inputs), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan 
agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau 
jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, 
dan sebagainya. 
2. Indikator keluaran (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan 
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun 
nonfisik. 
3. Indikator hasil (outcomes), yaitu segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka 
menengah (efek langsung). 
4. Indikator manfaat (benefit), yaitu sesuatu yang terkait dengan 
tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 
5. Indikator dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, 
baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator 
berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 
Sedangkan Mahmudi (2007: 162-163) menjelaskan 
indikator kinerja merupakan sasaran atau alat (means) untuk 
mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan 
hasil atau tujuan (ends). Indikator kinerja bagi organisasi sektor 
publik adalah sebagai tonggak (milestones) untuk menilai kinerja 
organisasi. Indikator dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal 
organsiasi maupun pihak luar. Bagi pihak internal, indikator 
kinerja digunakan untuk melaporkan hasil kerja sebagai bentuk 
dari pemenuhan akuntabilitas manajerial. Selain itu, bagi pihak 
internal indikator kinerja tersebut dapat digunakan sebagai sarana 
melakukan perbaikan berkelanjutan (continuos improvment). 
Sementara itu, bagi pihak eksternal indikator kinerja digunakan 
untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Indikator 
kinerja memiliki peran penting yaitu: 1) Membantu memperbaiki 
praktik manajemen, 2) Meningkatkan akuntabilitas manajemen 
dengan memberikan tanggung jawab secara eksplisit dan 
pemberian bukti atas suatu keberhasilan atau kegagalan, 3) 
Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan 
pengendalian, 4) Memberikan informasi kepada manajemen untuk 
melakukan pengendalian kinerja disemua level organisasi, 5) 
memberikan dasar untuk pemberian kompensasi.   
 Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005: 174) menjelaskan 
bahwa indikator-indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengaan 
fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses 
penemuan dan penggunaan indikator tersebut. Beberapa indikator 
tersebut antara lain: 
1. McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi 
Winarsih (2005:174) mengemukakan: output oriented 
measures throughput, efficiency, effectiveness. 
 a. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang 
menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara 
masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
 b. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan 
yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran 
jangka panjang maupun misi organsiasi. 
2. Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 
 (2005:174-175) mengemukakan: economy, efficiency, 
effectiveness, equity. 
 a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya 
yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
 b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang 
menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara 
masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
 c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan 
yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran 
jangka panjang maupun misi organisasi. 
 d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang 
diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek 
kemerataan. 
3. Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) 
mengemukakan: responsiveness, responsibility, accountability. 
 a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya 
tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi 
serta tuntutan customers. 
 b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan 
publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan. 
 c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran 
eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake 
holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam 
masyarakat. 
4. Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik 
Septi Winarsih (2005:175) mengemukakan: tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, emphaty. 
 a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik 
dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain 
yang dimiliki oleh providers. 
 b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk 
menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
 c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk 
menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan 
secara ikhlas. 
 d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan 
kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam 
memberikan kepercayaan kepada customers. 
 e. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang 
diberikan oleh providers kepada customers. 
5.  Selanjutnya menurut Dwiyanto (2006 : 50-51 ) ada beberapa 
indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja 
birokrasi publik yaitu sebagai berikut :  
1. Produktivitas. 
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, 
tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 
dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep 
produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General 
Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu 
ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan 
seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 
2. Kualitas Layanan 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi 
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayaan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 
publik muncul karena ketidakpuasan  masyarakat terhadap 
kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan 
demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat 
dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan 
utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator 
kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat 
seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi 
mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali 
dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik, akibat 
akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat 
terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa 
menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan 
murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi 
parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.. 
3. Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan 
antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah 
satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 
menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan 
dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 
organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi 
publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya memiiki kinerja yang jelek pula. 
4. Responsibilitas 
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 
organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, 
responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. 
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan 
dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik 
yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat 
politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya 
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam 
konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan 
untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 
publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 
Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran 
internal yang dikembangkan oleh organisasi publik  atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus 
dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang 
berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik 
memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap 
benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang 
dalam masyarakat. 
6.   Kumorotomo dalam Hessel (2006 : 52) menggunakan beberapa 
kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja 
organisasi pelayanan publik, antara lain adalah berikut ini. 
1. Efisiensi. 
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan 
faktor-faktor produksi serta pertimmbangan yang berasal dari 
rasionalitas ekonmomis. Apabila diterapkan secara objektif, 
kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 
merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. 
2. Efektivitas. 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik 
tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan 
rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi 
agen pembangunan. 
3. Keadilan 
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini 
erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. 
Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, 
kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. 
Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan 
pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu 
dijawab melalui kriteria ini. 
4. Daya Tanggap 
Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan 
swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari 
daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital 
masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara 
keseluruahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 




Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanannya bagi 
masyarakatnya. Definisi pelayanan sendiri menurut Keputusan Mentri Penerapan 
Aparatur Negara No.81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 
Selanjutnya yang dimaksud pelayanan umum menurut Moenir dalam Hessel 
Nogi (2005:208) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 
orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya 
ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan 
layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi 
baik itu organisasi masa atau negara.      
Sementara menurut Joko Widodo pelayanan publik yang harus dilakukan 
oleh birokrasi adalah suatu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 
masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public service) oleh 
birokrasi publik dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari 
suatu negara kesejahteraan (welfare state) 
Definisi lain dari Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.(Ratminto&Atik, 2007:18) 
Selain dari definisi tentang pelayanan publik di atas, menurut Abby 
Ghobadian dan David Gallear (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
Pemerintah Inggris  mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pelayanan 
publik melalui peningkatan kerja sama antara sektor publik dan stakeholder lain 
yang bersangkutan.  
Kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta (BPN) dapat diidentifikasikan 
melalui berbagai indikator kinerja yang mana hal ini dapat menjadi tolok ukur 
keberhasilan dalam menangani permasalahan sertifikasi tanah. Untuk mengetahui 
bagaimana kinerja Kantor pertanahan  Kota Surakarta  maka digunakan tiga 
indikator sebagai indikasi untuk menilai kinerja yaitu produktivitas, responsivitas 
dan akuntabilitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator-
indikator ini dirasa telah cukup mewakili dari beberapa indikator yang banyak 
digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi publik. Mengacu pada beberapa 
pendapat tokoh mengenai indikator kinerja organisasi publik indikator 
produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas ini yang banyak disebutkan untuk 
menilai kinerja organisasi. Berikut ini dijelaskan mengenai batas-batas terhadap 
indikator yang telah dipilih sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:  
1. Produktivitas 
Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input 
dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan 
dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang 
dicapai dapat berupa barang ataupun jasa tergantung dari organsasi 
yang menghasilkannya. Ukuran ini menunjukkan kemampuan 
organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Menurut Agus Dwiyanto (2006:50) konsep produktivitas 
tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas 
pelayanan. Menurut Petri Hello (2004) produktifitas tersebut dijadikan 
ukuran untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi. Dalam 
penelitian ini konsep produktivitas dibahas mengenai sejauhmana 
pelayanan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Kantor pertanahan 
Kota Surakarta. 
2. Responsivitas 
Responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi 
pada hasil. Responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator 
kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Agus 
Dwiyanto (2006:50) responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  
Dilulio dalam Agus Dwiyanto (2006:62) Responsivitas sangat 
diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan 
bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat.  
Joko Widodo (2008:69) mengemukakan bahwa nilai 
responsivitas, berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa 
yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Birokrasi publik 
yang baik adalah birokrasi yang responsif (mempunyai daya tanggap 
yang tinggi dan cepat menanggapi) terhadap apa yang menjadi 
keluhan, masalah, aspirasi publik. Responsivitas merupakan 
pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat).  
Untuk dapat mengenali apa yang menjadi tuntutan, keinginan, 
dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi dituntut untuk 
mengerti kondisi masyarakat, karena dengan mengerti dan memahami 
kondisi dari masyarakat tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk 
menghasilkan sebuah produk (hasil) baik berupa barang maupun jasa 
yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.  Demikian halnya di 
Kantor Pertanahan  Kota Surakarta, keberhasilan dalam penanganan 
sertifikasi tanah  juga ditentukan oleh keselarasan antara pelayanan 
yang diberikan dengan harapan dari masyarakat akan pelayanan yang 
diselenggarakan oleh BPN. 
 Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas 
menggambarkan kemampuan Kantor Pertanahan  Kota Surakarta 
dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi, dan 
memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan, dan aspirasi dari masyarakat 
dalam menangani permasalahan sertifikasi tanah di Surakarta.  
3. Akuntabilitas 
Menurut Kumorotomo (2005:3) Pengertian akuntabilitas 
(accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas 
birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah 
sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan 
apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan 
rakyat yang sesungguhnya. Akuntabilitas publik terkait dengan 
falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya 
adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung 
maupun tidak langsung kepada rakyat.  
Agus Dwiyanto (2006:57) juga mengemukakan pengertian 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu 
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma 
eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para 
stakeholders.  
Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga 
dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. 
Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi 
publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan 
yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan 
publik sebagai pengguna jasa.  
Sedangkan menurut Joko Widodo (2008:75) akuntabilitas publik 
merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 
menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/ badan 
hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 
Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pejabat publik  untuk 
memberi penjelasan, keterangan, dan jawaban baik diminta atau tidak 
kepada publik tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh 
para pejabat publik. Penjelasan, keterangan, dan jawaban tersebut 
harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik 
dengan tujuan agar masyarakat (publik) menjadi tahu tentang apa yang 
dilakukan oleh penyelenggara pemerintah.   
Sedangkan menurut Mahmudi (2007:9) akuntabilitas publik 
adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat 
(principal). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik 
adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama 
akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan 
konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan 
(stakeholders). Akuntablitas publik juga terkait dengan kewajiban 
untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang 
telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor 
publik. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggung 
jawaban Kantor Pertanahan atas penyelenggaraan pelayanan dalam 
penanganan sertifikasi tanah kepada pihak yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
F. KERANGKA PIKIR 
 Kantor Pertanahan Kota Surakarta (BPN) sebagai satu-satunya pemberi 
pelayanan di bidang pertanahan mempunyai misi menjadi Lembaga / Kantor 
Pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan  untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, 
kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sesuai dengan misi tersebut 
diharapkan BPN dapat memberikan pelayanan sertifikasi tanah secara optimal 
kepada masyarakat. 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta mengupayakan memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang mengacu pada misi yaitu Mengembangkan dan 
menyelenggarakan politik dan kebijaksanaan pertanahan, yaitu untuk Peningkatan 
kesejahteraan Rakyat, Peningkatan tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan 
kaitannya dengan P4T dan, Perwujudan tatanan kehidupan yang harmonis dengan 
mengatasi berbagai konflik dan perkara pertanahan.  
Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai satu-satunya pemberi pelayanan 
di bidang pertanahan di daerah Kodya Surakarta diharapkan dapat memberikan 
pelayanan yang prima dan kinerja yang tinggi dalam perwujudan pemberian 
pelayanan. Dalam memberikan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menunjang kinerja. Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta juga diharapkan bisa menghadapi hambatan-hambatan 
yang ada dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat 
sehingga masyarakat tidak menemui kendala dalam mendapatkan sertifikat tanah. 
Dengan kata lain BPN perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
bagaimana cara mendapatkan sertifikasi tanah itu sendiri. 
Kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta dapat diukur dengan beberapa 
indikator diantaranya adalah produktifitas, responsivitas, dan akuntabilitas. 
Indikator-indikator ini dipilih karena dari ketiga indikator tersebut dapat berfungsi 
sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam 
pelayanan sertifikasi tanah sehingga dapat diketahui apakah kinerja Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta itu sudah optimal atau belum. Dari berbagai inidikator 
tersebut akan didapatkan gambaran mengenai Kinerja BPN Kota Surakarta dalam 
pelayanan sertifikasi tanah. 
Gambar 1.1 
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G. METODE PENELITIAN 
1.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan kota Surakarta yang 
beralamat di Jl. Monginsidi 101 Surakarta, tepatnya disebelah timur stasiun 
kreta api Balapan Solo. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi 
penelitian ini adalah Kantor Pertanahan merupakan unsur pelaksana sertifikasi 
tanah yang mempunyai kedudukan, fungsi dan tugas yang penting dalam 
pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini mengenai sertifikasi tanah. 
2. Bentuk Penelitian 
 Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menurut H.B Sutopo 
(2002:35) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa 
kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka 
atau frekuensi. 
3. Teknik Sampling 
 Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Menurut H.B Sutopo (2002:36) dalam Purposive 
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sampling pilihan sampel diarahkan pada sumber yang dipandang memiliki 
data yang penting berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam 
teknik ini seperti yang dijelaskan H.B Sutopo (2002:56) memiliki 
kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi 
dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data yang mantap.  
4. Sumber Data 
 Data merupakan fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Menurut 
Lofland dan lofland (dalam Moleong) sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lainnya. (Moleong, 2006:157) Sumber data ada 2, yaitu:  
a. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 
melalui wawancara dan observasi. Adapun informan yang peneliti 
tunjuk adalah sebagai berikut: 
1. Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan 
2. Kasubsi Peralihan Pembebanan hak dan PPAT 
3. Petugas Loket 
4. Masyarakat Pemohon Peralihan Hak Tanah. 
b. Data Sekunder 
Adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung dan 
melengkapi data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data 
sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia 
seperti dokumen, arsip, dan buku pedoman serta literatur yang terkait 
dengan penelitian ini.  
 5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Obsevasi 
 Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan 
pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki atau 
dijumpai secara sistematis 
b. Wawancara 
  Untuk memperoleh data dari informan sebagai sumber data 
yang sangat penting, maka dalam penelitian ini diperlukan 
wawancara secara mendalam (in-depth interviewing). Dalam 
melakukan wawancara mendalam situasi yang akrab selalu 
diusahakan dan dikembangkan dan menghindari situasi tanya jawab 
seperti dalam proses interogasi. Dalam H. B Sutopo (2002:58) 
Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan 
konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, 
peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau 
persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk 
merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari 
pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan 
dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. 
c. Dokumentasi 
  Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 
bersumber dari arsip atau dokumen dari instansi yang bersangkutan 
serta dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian 
tentang pelayanan sertifikasi tanah. 
 6. Validitas Data 
Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang 
diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam 
kenyataan di lokasi penelitian. Untuk menguji validitas data  
menggunakan teknik triangulasi data atau sumber. Menurut H. B Sutopo 
(2002:79) Triangulasi data atau sumber memanfaatkan jenis sumber data 
yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti bisa 
memperoleh dari narasumber (manusia) yang berbeda-beda posisinya 
dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber 
yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. 
7. Teknik Analisis 
 Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model 
analisis interaktif. Menurut H.B Sutopo (2002:91) Dalam analisis ini ada 
tiga komponen utama dalam analisis data yaitu: reduksi data, sajian 
data,dan penarikan simpulan serta verifikasinya. Tiga komponen tersebut 
terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil 
akhir analisis. 
             
a.      Reduksi Data 
 Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis 
yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 
abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. Dimulai dari kerangka kerja konseptual, 
melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan 
juga waktu menentukan cara pengumpulan data  yang akan 
digunakan. (H.B Sutopo, 2002:91) 
b. Penyajian Data 
  Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rakitan kalimat 
yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan 
mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 
peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain 
berdasarkan pemahaman tersebut. Kedalaman dan kemantapan hasil 
analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya.  
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
 Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus 
memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan 
melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-
pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan 
berbagai proposisi sehingga terjadi kesimpulan akhir. Simpulan itu 
pun perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan.  
Proses analisis data dengan menggunakan model interaktif 
ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 1. 2 





















A. Gambaran Umum Tentang Kota Surakarta 
1.  Keadaan Geografis 
a. Letak Daerah 
Kota Surakarta adalah salah satu kota yang terletak di wilayah provinsi Jawa 
Tengah. Secara astronomis, kota Surakarta terletak antara 110o45 ‘115’’BT - 
110o45’35’’BT dan berasa diantara Gunung Lawu dan Gunung Merapi atau 
bisa dikatakan terletak pada dataran rendah (sekitar 92 meter diatas 
permukaan air laut) dengan suhu udara rata-rata tiap tahun berkisar antara 
21oC sampai dengan 34oC dan kelembaban udara 74,38%. Kota Surakarta 
juga merupakan pertemuaan antara Sungai Pepe, Sungai Jenes, dan Sungai 
Anyar dengan Sungai Bengawan Solo di tepi sebelah timur. 
b. Luas Daerah 
Wilayah kota Surakarta seluas + 44.034 Km, terdiri dari lima wilayah 
kecamatan : 
(1) Kecamatan Laweyan  seluas + 8.639 Km2 
(2) Kecamatan Banjarsari  seluas + 14.803 Km2 
(3) Kecamatan Serengan  seluas + 3.194 Km2 
(4) Kecamatan Pasar Kliwon seluas + 4.816 Km2 
(5) Kecamatan Jebres  seluas + 12.582 Km2 
c. Pemerintahan 
Jumlah Kecamatan  : 5 Kantor 
Jumlah Kelurahan   : 51 Kantor 
Jumlah Kampung/Desa  : 422 Kampung/Desa 
Jumlah RW   : 571 RW 
Jumlah RT    : 2.530 RT 
d. Batas Daerah 
(1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Boyolali 
(2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo 
(3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo 
(4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo 
2. Kondisi Demografi 
Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan suatu 
daerah perkotaan yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, Pariwisata, 
Perdagangan, Pendidikan, dan Industri. Dari luas kota Surakarta, yaitu seluas + 
44.034 Km2, 95% atau sekitar 155.355 bidang telah diinformasikan sebagai 
tanah terdaftar, dengan rincian : 
a. Hak Milik   : 138.837 bidang 
b. Hak Guna Bangunan : 14.332 bidang 
 c. Hak Pakai   : 1.501 bidang 
d. Wakaf   : 685 bidang 
Sebagai daerah perkotaan, kota Surakarta mengalami arus urbanisasi 
dari daerah sekitar, yang menyebabkan jumlah penduduk di Surakarta 
bertambah pesat. Data dari BPS, jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 
2006 mencapai 534.540 jiwa. Dari jumlah tersebut, 105.932 jiwa diantaranya 
dinyatakan sebagai penduduk miskin. Sedangkan data yang diperoleh dari Badan 
Pertanahan Nasional kota Surakarta, terdapat 20 lokasi konflik subyek 
missal/miskin, dan 5 lokasi kawasan kumuh subyek misal di kota Surakarta.  
 
B. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta 
Badan Pertanahan Nasional kota Surakarta merupakan lembaga 
pemerintah non departemen yang berkewenangan menangani masalah 
pertanahn di kota Surakarta. Badan Pertanahan Nasional kota Surakarta 
berlokasi di Jl. Monginsidi No. 101 Surakarta, tepatnya di sebelah timur stasiun 
kereta api Solo balapan. 
1. Visi dan Misi 
Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya, Badan Pertanahan 
Nasional kota Surakarta berlandaskan pada visi dan misi Badan Pertanahan 
Nasional, yaitu : 
 
 a. Visi 
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem 
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia 
b. Misi 
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijaksanaan 
pertanahan untuk : 
(1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 
pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan. 
(2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 
(3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik 
dan perkara dikemudian hari. 
(4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 
yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 
masyarakat. 
(5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, 
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat 
secara luas. 
Selain itu, Badan Pertanahan Nasional juga berpegang teguh pada prinsip 
pertanahan, yaitu, pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk : 
(1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
(2) Menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 
(3) Mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan Indonesia 
(4) Mewujudkan keharmonisan (terselesainya sengketa dan konflik) 
Badan Pertanahan Nasional juga memiliki semboyan, “Lihat kedepan, 
lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat” 
2. Tugas dan Fungsi 
Tugas dan fungsi badan Pertanahan Nasional kota Surakarta diatur 
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10 
tahun 2006 sebagai berikut : 
a. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. 
b. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kantor pertanahan mempunyai fungsi : 
(1) Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 
pelaksanaan tugas pertanahan 
(2) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan 
(3) Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, 
dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan 
survei potensi tanah 
(4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, 
dan wilayah tertentu 
(5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 
tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset 
pemerintah 
(6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 
tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat 
(7) Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan 
(8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah 
(9) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS) 
(10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 
pemerintah, dan swasta 
(11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan  
(12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan 
(13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan 
3. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Pertanahan Nasional kota 
Surakarta 
Sebagai salah satu lembaga pemerintah, badan Pertanahan Nasional 
kota Surakarta bertugas menangani maslaha-masalah pertanahan di wilayah 
Surakarta. Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, Badan Pertanahan 
Nasional kota Surakarta menjalankan kegiatan dan prgramnya dengan didukung 
oleh susunan organisasi yang memadai, dalam hal ini adalah susunan organisasi 
yang bersifat formal. Ciri-ciri dari susunan organisasi yang bersifat formal 
diantaranya adalah : 
a. Adanya prinsip pembidangan tugas, yaitu pembagian tugas pada masing-
masing personel dalam Badan Pertanahan Nasional kota Surakarta sehingga 
masing-masing personel memiliki tugas masing-masing yang berbeda 
b. Adanya pendelegasian wewenang, yaitu masing-masing personel 
mempunyai wewenang untuk bertindak sesuai dengan bidang tugasnya dan 
tidak mempunyai hak untuk mencampuri urudsna bidang tugas yang lain, 
namun kerjasama dapat dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas 
c. Masing-masing personel memiliki jabatan yang bersifat resmi sehingga 
setiap personel memiliki status  sebagai pegawai negeri 
d. Adanya prinsip hierarkhi di dalam organisasi pejabat yang lebih rendah 
berada dibawah perintah pejabat yang lebih tinggi 
Dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
No. 2006, susunan organisasi Kantor Pertanahan Nasional kota Surakarta adalah 
sebagai berikut : 
a. Subbagian Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta 
menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha mempunyai 
fungsi : 
(1) Pengelolaan data dan informasi. 
(2) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah. 
(3) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 
(4) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran. 
(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana. 
(6) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program. 
(7) Koordinasi pelayanan pertanahan. 
b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan 
survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; 
perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan 
tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi 
dan pejabat penilai tanah. 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 
mempunyai fungsi : 
(1) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang 
dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas 
kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, 
penyiapan pembinaan surveyor berlisensi. 
(2) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 
kawasan/wilayah. 
(3) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 
perairan. 
(4) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan 
tematik dan potensi tanah. 
(5) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai 
tanah. 
(6) Pemeliharaan peralatan teknis. 
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan 
bahan danmelakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, 
perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, 
pendataan dan penertiban bekas tanah hak; pendaftaran, peralihan, 
pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 
Tanah mempunyai fungsi: 
(1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah. 
(2) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-
menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan 
perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan 
tanah. 
(3) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi 
perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau 
pendaftaran hak. 
(4) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasasi dan/atau milik negara, 
daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk badan hukum 
pemerintah. 
(5) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak. 
(6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan 
pertanahan. 
(7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak. 
(8) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan 
PPAT. 
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, 
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan 
wilayah tertentu lainnya. 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan Penataan 
Pertanahan mempunyai fungsi : 
(1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, 
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan 
dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian 
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan 
tanah dalam rangka peruwujudan fungsi kawasan/zoning, 
penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin 
perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk 
peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta 
pemukiman kembali. 
(2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan 
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 
kawasan lainnya. 
(3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 
kawasan. 
(4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan 
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi 
kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi 
tanah, pemberian tanah objek landreform dan pemanfaatan tanah 
bersama serta penetiban administrasi landreform. 
(5) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform. 
(6) Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang 
terkena ketentuan landreform 
(7) Penguasaan tanah-tanah objek landreform. 
(8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi 
tanah dengan luasan tertentu. 
(9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 
pengeluaran tanah dari objek landreform. 
(10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform dan 
penegasan objek konsolidasi tanah 
(11) Penyediaan tanah untuk pembangunan. 
(12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan. 





e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. 
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengolahan 
tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan 
masyarakat. 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 
mempunyai fungsi : 
(1) Pelaksanaan pegendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 
tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 
(2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan 
kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi 
penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, 
pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis. 
(3) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, 
peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program 
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, 
penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 
(4) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan 
rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian 
kebijakan dan program pertanahan dan sektpral dalam pengelolaan 
tanah negara serta penanganantanah terlantar dan tanah kritis. 
(5) Inventarisasi potensimasyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan 
kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber 
produktif. 
(6) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat 
dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat. 
(7) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk 
pembangunan. 
(8) Pengelolaan basis data atas hak tanah, tanah negara, tanah terlantar, 
dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 
(9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan 
hukum atas tanah terlantar. 
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan 
dan melakukan kegiatan penenganan sengketa, konflik dan perkara 
pertanahan. 
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara 
mempunyai fungsi : 
(1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 
(2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan. 
(3) Penyiapan bahan dan penenganan sengketa dan konflik pertanahan 
secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian 
perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik 
pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan 
rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta 
usulan rekomendasi dan penghentian hubungan hukum antara dua 
orang, dan/atau badan hukum dengan tanah. 
(4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara 
pertanahan. 
(5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan 
perkara pertanahan. 
Untuk dapat melihat dengan jelas mengenai hubungan, mekanisme 
kewenangan, kinerja antar bagian Badan Pertanahan Nasional kota Surakarta 































4. Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta 
Suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh 
sumber daya manusia yang baik. Identifikasi pegawai di Badan Pertanahan (BPN) 
Kota Surakarta adalah berupa penggambaran situasi pegawai BPN kota 
Surakarta. Berikut disajikan tabel identifikasi pegawai BPN kota Surakarta 
berdasarkan tingkat pendidikannya. 
Tabel 2.1 
Identifikasi Pegawai BPN Kota Surakarta 
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya 
No. Pendidikan Jumlah Prosentase 
(1) (2) (3) (4) 
1. S2 3 3,9 % 
2. S1 28 36,3 % 
3. D. IV 9 11,7 % 
4. AKD 2 2,6 % 
5. SMU 31 40,3 % 
6. SLTP 2 2,6 % 
7. SD 2 2,6 % 
 Jumlah  77 100 % 
Sumber : Bagian Tata Usaha BPN Kota Surakarta 
Dari data tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai 
BPN kota Surakarta memiliki tingkat pendidikan SMU dan S1 sehingga bisa dikatakan 
bahwa kualitas sumber daya manusia BPN kota Surakarta cukup berpendidikan dan 
bisa menguasai bidang tugasnya masing-masing. 
Untuk melihat masa kerja dan kualifikasi pegawai BPN kota Surakarta, 
identifikasi dapat juga dilihat berdasarkan golongannya. Berikut tabel identifikasi 
pegawai BPN kota Surakarta berdasarkan golongannya. 
Tabel 2.2 
Identifikasi Pegawai BPN Kota Surakarta Berdasarkan Golongannya 
No. Golongan Jumlah Prosentase 
(1) (2) (3) (4) 
1. IV 3 3,9 % 
2. III 63 81,8 % 
3. II 9 11,7 % 
4. I 2 2,6 % 
  77 100 % 
Sumber : Bagian Tata Usaha BPN Kota Surakarta 
Data tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai BPN 
Kota Surakarta memiliki jenjang pangkat atau golongan III, hal ini berarti 
pegawai BPN Kota Surakarta bisa dikatakan berpengalaman karena rata-rata 
























Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena 
dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 
misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk 
memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Penilaian 
organisasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau 
kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.  
 Perbaikan kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik 
menjadi suatu hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan 
kepentingan orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk 
dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Perbaikan kinerja akan memiliki 
implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat 
kepada pemeritah. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting 
yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapakan akan memperbaiki kembali 
image pemerintah di mata masyarakat karena dengan kinerja pelayanan publik 
yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. 
Pelayanan yang optimal diwujudkan dalam suatu bentuk kinerja organisasi yang 
mana di dalam kinerja organisasi tersebut memuat indikator-indikator yang 
digunakan sebagai tolok ukur keberhasilannya. 
Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kinerja Kantor Pertanahan 
kota Surakata  dalam pelayanan sertifikasi tanah. Untuk mengukur kinerja Kantor 
Pertanahan Kota Surakata dalam pelayanan sertifikasi tanah digunakan indikator-
indikator produktivitas , responsivitas, dan akuntabilitas. 
A. Indikator Produktifitas 
Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya 
perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya 
dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini konsep produktivitas dibahas 
mengenai sejauh mana pelayanan peralihan hak atas tanah  yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kota  Surakarta dan bagaimana hasil layanan yang dirasakan 
oleh masyarakat. 
Dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat, 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam 
hal penanganan permasalahan dalam pelayanan peralihan hak atas tanah. Hal ini 
sesuai dengan visi Kantor pertanahan yaitu Menjadi lembaga yang mampu 
mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta 
keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 
Republik Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Masyigit, SH selaku 
Kasubsi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT : 
“Semua masalah yang dilaporkan masyarakat kepada kita, sudah kita 
tangani dengan baik dan pendaftaran peralihan hak atas tanah juga 
sudah dicapai sesuai dengan standar dan acuan yang berlaku, sehingga 
syarat-syarat yang kita tetapkan harus dipenuhi pemohon agar bisa 
segera kita layani. Dari pihak sini tu ya dah punya target bisa melayani 
tepat waktu sesuai dengan Standar prosedur operasi pengaturan dan 
pelayanan yang menargetkatkan waktu 20 hari peralihan hak atas tanah 
sudah bisa selesai. Tapi itu mas yang sering terjadi itu pihak pemohon 
syarat-syarat yang dibawa tidak lengkap, nah itu yang menyebabkan 
prosesnya menjadi lama dan tidak sesuai target yang sudah diatur di 
SPOPP.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Hal ini juga didukung pendapat Ibu Marlisa pemohon peralihan hak 
waris dari Semanggi : 
”ya....sini tuh cukup cepat melayaninya kok mas, saya kan mau 
peralihan hak waris keluarnya sertipikat juga cepet tapi saya lupa 
tepatnya berapa hari, pokoknya gak ada sebulan kok. Tapi ya pas 
sertipikat dah keluar saya pas balik ke rumah saya di jakarta trus baru 
sempet tak ambil dua tahun kemudian, ya ni baru sempet ini mas.” 
(sumber : wawancara 1 September 2009) 
Tanggapan yang sama juga diungkapkan Bapak Rustamaji pemohon 
peralihan hak jual beli dari Jebres: 
”Sini tu sebenernya pelayananipun lumayan cepet de’, tapi yang bikin 
lama tu ya saya sendiri soale syarat-syarat yang tak bawa tu kurang 
lengkap jadi ya mesti bolak-balik trus, kalau misalnya saja saya tau 
semua syarat-syarat yang harus tak bawa sudah lengkap pasti ya 
sertpikate ya jadine cepet.”  
(sumber : wawancara 1 September 2009) 
Dari hasil penjelasan di atas menerangkan bahwa Kantor Pertanahan 
Surakarta sudah mencapai target pelayan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan pelayanan, yang membuat sertipikat lama keluar dikarenakan dari 
pihak pemohon sendiri yang belum datang mengambil sertipikat yang sudah 
diproses. Selain itu juga syarat-syarat yang diajukuan pemohon kurang lengkap 
sehingga tidak bisa langsung diproses. 
Kurang lengkapnya syarat yang dibawa pemohon waktu mendaftarkan 
tanah yang akan mereka balik nama dikarenakan kurang pahamnya masyarakat 
tentang syarat apa saja yang dibutuhkan untuk balik nama tanah atas nama 
mereka. Dengan adanya permasalahan seperti ini pihak Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta telah melakukan beberapa upaya dengan tujuan pelayanan yang 
diberikan bisa sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan di SPOPP. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Masyigit, SH selaku Kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT : 
”Kepada masyarakat yang kurang begitu paham tentang syarat-syarat 
apa aja yang dibutuhkan dalam balik nama, kami telah melakukan 
berbagai upaya, antara lain ya Larasita itu trus penyuluhan pada 
masyarakat yang dilaksanakan pihak BPN yang berkoordinasi dengan 
pihak Pemkot yang tahun ini sasarannya itu di 21 kelurahan Se solo, 
dan juga kami udah buat brosur tentang harga-harga dan syarat dalam 
memohonkan peralihan hak atas tanah yang bisa diambil diloket kita. 
Dan juga apabila masyarakt yang belum mudeng bisa tanya di loket 
informasi yaitu di loket 1. Setelah adanya berbagai upaya ini saya lihat 
para pemohon banyak yang sudah mudeng tentang syarat apa aja yang 
harus dipenuhi, dah beda dengan dulu biasana sering kali dokumen 
yang dimasukkan kurang lengkap.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku petugas 
loket Kantor Pertanahan Kota Surakarta : 
”Ya setelah ada berbagai penyuluhan gitu mas sekarang pemohon dah 
jarang yang kurang syaratnya, hampir semua syarat yang dimasukkan 
pemohon udah sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang telah 
ditetapkan. Lagian kan ada loket informasi jadi kalau ada pemohon 
yang belum tau apa aja syarat yang harus dipenuhi bisa dipenuhi, kami 
pasti akan berusaha menjawab dengan jelas atas pertanyaan pemohon 
itu.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Pendapat di atas juga didukung oleh tanggapan dari Ibu Marlisa 
pemohon peralihan hak waris dari Semanggi : 
”ya...Dulu tu saya gak mudeng syarat-syarat apa aja yang harus tak 
penuhin, tapi kemudian saya tu ya langsung nanya di loket inormasi, 
disana saya dijelaskan panjang lebar tentang syarat-syarat yang 
digunakan untuk peralihan hak waris, selain itu saya juga dikasih 
brosurnya kok mas tentang daftar biaya dan syarat-syaratnya tersebut.” 
(sumber : wawancara 1 September 2009) 
Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Rustamaji pemohon 
peralihan hak jual beli dari Jebres : 
”Wah sekarang saya seneng mas udah mudeng syarat-syarat apa aja 
yang harus tak penuhin, sebelummnya tu ya mumet dewe lha banyak 
banget syaratnya, tetapi setelah saya tanya dan dijelaskan oleh 
mbaknya petugas loket sekarang jadi tau semua syaratnya.” 
(sumber : wawancara 1 September 2009) 
Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan permasalahan 
yang terjadi yaitu tentang  kurang mengertinya pemohon atas syarat-syarat yang 
diajukan untuk peralihan hak atas tanah. Upaya yang telah dilakukan ternyata 
cukup terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tanggapan ibu Marlisa dan 
Bapak Rustamaji yang semula belum jelas atas syarat-syarat yang dibutuhkan, 
setelah bertanya kepada petugas loket dan diberikan penjelasan dan brosur, beliau 
menjadi paham syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam pelayanan peralihan hak atas 
tanah  mempunyai target tepat waktu dan mutu sesuai dengan Standar Prosedur 
Operasi Pengaturan dan Pelayanan yaitu waktu yang dibutuhkan dalam peralihan 
hak atas tanah adalah 20 hari terhitung dari menyerahkan dokumen kepada 
petugas loket sampai dengan mendapatkan sertipikat tanah tersebut. Hal ini 
seperti yang diungkapkan Bapak Masyigit selaku Kasubsi Peralihan Pembebanan 
Hak dan PPAT : 
”Karena peralihan hak tanah itu permintaan dari masyarakat , ya pihak 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta berupaya memenuhi target untuk 
tepat waktu dan juga tepat mutu sesuai dengan ketentuan dan SPOPP.”  
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Untuk melihat lebih jelasnya lagi terkait dengan peralihan hak atas 
tanah , berikut ini adalah tabel permohonan peralihan hak atas tanah periode 
Januari 2008 sampai dengan Mei 2009  
Tabel III.1 
Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Periode Januari 2008-Mei 2009 
BULAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SISA 
Januari 2008 925 597 328 
Februari 2008 788 605 183 
Maret 2008 684 602 82 
April 2008 807 556 251 
Mei 2008 943 612 331 
Juni 2008 1008 781 227 
Juli 2008 918 774 144 
Agustus 2008 1114 1114 0 
September 2008 758 714 44 
Oktober 2008 715 644 71 
November 2008 785 785 0 
Desember 2008 375 375 0 
Januari 2009 720 331 389 
Februari 2009 1007 731 376 
Maret 2009 998 998 0 
April 2009 971 888 83 
Mei 2009 680 613 67 
Sumber: data BPN Surakarta 2008/2009 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dalam melayani pemohon Peralihan hak atas tanah sudah cukup 
memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan SPOPP yaitu waktu yang 
dibutuhkan dalam pelayanan peralihan hak atas tanah adalah 20 hari. Meskipun 
ada sebagian permohonan yang belum selesai akan diselesaikan dibulan 
selanjutnya, dan itupun hanya sebagian kecil dari permohonan yang telah 
diselesaikan. 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berupaya untuk mencapai 
target dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat dalam mendaftarkan tanah 
yang ada di wilayah Kotamadya Surakarta. Luas wilayah kota Surakarta seluas + 
44.034 Km2, 95% atau sekitar 155.355 bidang telah diinformasikan sebagai tanah 
terdaftar. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Masyigit, SH selaku Kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT : 
“Wah…di solo ini mas dah 95% tanahnya dah terdaftar di kantor 
pertanahan, lha ini kan bisa menunjukan kalau kita dah memenuhi 
target, ya memang sih kurang sedikit tapi kan cuma 5% aja. Ini semua 
kan dah hasil dari upaya kami untuk mengajak masyarakat untuk 
mendaftarkan tanah mereka biar bisa terhindar dari konflik maupun 
sengketa.kalau tanahnya dah besertipikat kan dah ayem.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Untuk melihat lebih jelasnya lagi terkait tanah yang telah terdaftar di 








Tanah yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
Jenis Hak Tanah Jumlah 
Hak Milik 138.837 Bidang 
Hak Guna Bangunan 14.332 Bidang 
Hak pakai 1.501 Bidang 
Tanah Wakaf 685 Bidang 
Total 155.355 Bidang 
Sumber: data BPN Surakarta 2008/2009 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dalam melayani pendaftaran tanah cukup memenuhi target, 
karena 95%  bidang tanah yang berada di wilayah Kota Surakarta telah terdaftar. 
Hanya 5% saja tanah yang belum terdaftar. 
Untuk memenuhi target yang kurang optimal tersebut Kantor 
Pertanahan Surakarta berupaya lebih memenuhi target dengan peningkatan 
disiplin pegawai, standarisasi sumber daya manusia, melakukan pengawasan 
melekat, dan juga pelatihan-pelatihan di tingkat provinsi yang bersifat insidentil, 
hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Masyigit, SH selaku Kasubsi Peralihan 
Pembebanan Hak dan PPAT : 
“Untuk memenuhi target yang belum optimal itu ya sini dah 
melakukan berbagai upaya mas, di antaranya itu ya dengan 
peningkatan disiplin pegawai, selain itu juga ada standarisasi SDM, 
kemudian melakukan pengawasan melekat. Untuk lebih intens lagi kita 
mengirim pegawai dari sini untuk mengikuti pelatihan di tingkat 
Provinsi yang sifatnya insidentil.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Tanggapan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Radiyanto, SH 
selaku Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan : 
”kami dah melakukan berbagai upaya mas untuk memberikan target 
pelayanan yang tepat waktu dan tepat mutu, diantaranya ya lewat 
pelatihan yang diadakan di tingkat Provinsi, selain itu juga teknologi 
komputerisasi lebih kami tingkatkan, memperbaiki sarana gedung, dan 
juga peningkatan etos kerja.” 
 (sumber : wawancara 2 September 2009) 
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa produktifitas 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah cukup menampakkan hasil yang baik 
dalam rangka pelayanan peralihan hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat dari 
tanggapan pemohon yang positif mengenai upaya dari Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta mengenai penjelasan kepada tiap pemohon yang belum mengerti syarat 
apa saja yang dibutuhkan dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimana 
prosedur yang harus dijalani. Pemohon yang semula tidak mengerti sama sekali 
tentang syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan, setelah dijelaskan 
melalui loket informasi menjadi mengerti dan bisa melengkapi syarat- syarat 
yang telah ditentukan. Selain itu juga kita dapat melihat dari penyelesaian 
peralihan hak atas tanah setiap bulannya yang bisa dikatakan lebih dari separo 
bahkan hampir semua permohonan peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan 
tepat waktu dan juga tepat mutu. Pada tahun 2007 Di Kota Surakarta sendiri 
tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan sebanyak 80%, kemudian tahun 
2009 ini tanah yang telah terdaftar mencapai 95%, jadi bisa dikatakan telah ada 
peningkatan sebanyak 15%. Hal ini menunjukan bahwa upaya Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta sudah menunjukkan hasil dalam mencapai target. 
B. Indikator Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada 
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat. 
Responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan Kantor 
Pertanahan dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi dan 
memenuhi kebutuhan, keluhan, tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam 
menangani penyakit sertifikasi tanah khususnya dalam peralihan hak atas 
tanah. 
Dalam operasionalnya Kantor Pertanahan Kota Surakata juga harus 
mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan masyarakat sehingga 
penanganan permasalahan dalam peralihan hak atas tanah dapat berjalan 
sebagaimana yang telah direncanakan sehingga masyarkat tidak menemui 
kendala dalam peralihan hak tanah mereka. 
Dalam pelayanan sertifikasi tanah ini khususnya peralihan hak atas 
tanah ini, pihak Kantor Pertanahan Kota Suakarta telah menampung bebagai 
keluhan, aspirasi, dan tuntutan terkait dengan masalah dalam peralihan hak 
atas tanah dan juga telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui 
tim yang beranggotakan pegawai Pemerintah kota Surakarta dan pegawai 
BPN sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Masyigit, SH selaku Kasubsi 
peralihan pembebanan Hak dan PPAT : 
”Pihak BPN telah melakukan penyuluhan pada masyarakat  melalui 
tim yang beranggotakan pegawai Pemkot dan pihak BPN yang sudah 
dijadwalkan, selain itu juga dilakukan fasilitasi, sosialisasi peraturan 
perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian 
kadarkum yang pada tahun 2009 ini dilaksanakan di 21 Sasaran. 
Upaya lain yang telah kami lakukan itu mas yaitu melaksanakan 
kegiatan LARASITA yang kepanjangan dari layanan rakyat sertifikasi 
tanah yang sasaranya itu adalah penyuluhan atau pemberian informasi 
tentang hukum-hukum pertanahan dan pelaksanaanya serta pelayanan 
pendaftaran.” 
(sumber : wawancara, 2 september 2009) 
Dari penuturan Bapak Masyigit, SH di atas diketahui bahwa pihak 
Kantor Pertanahan telah melakukan berbagi upaya terkait dengan masalah 
peralihan hak atas tanah, di antaranya dengan melakukan berbagai penyuluhan 
dan kegiatan LARASITA. Dengan adanya penyuluhan  seperti ini masyarakat 
yang kurang paham tentang peralihan hak atas tanah bisa mengetahui 
bagaimana proses dan cara peralihan hak atas tanah. Untuk melihat lebih 
jelasnya lagi tentang waktu dan sasaran penyuluhan dan sosialisasi dapat 
dilihat di tabel di bawah ini : 
 
 Tabel III.3 
Jadwal Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan Tahun 2009 
NO Kelurahan Waktu Kecamatan 
1 Purwodingratan Selasa, 26 mei 2009 Jebres 
2 Mojosongo Jumat,29 Mei 2009 Jebres 
3 Jebres Selasa, 2 Juni 2009 Jebres 
4 Sewu Jumat, 5 Juni 2009 Jebres 
5 Sudiroprajan Selasa, 19 Juni 2009 Jebres 
6 Joyosuran Jumat 12 Juni 2009 Pasar Kliwon 
7 Semanggi Selasa, 16 Juni 2009 Pasar Kliwon 
8 Baluwarti Jumat, 19 Juni 2009 Pasar Kliwon 
9 Gajahan Selasa, 23 Juni 2009 Pasar Kliwon 
10 Kedung Lumbu Jumat, 26 Juni 2009 Pasar Kliwon 
11 Manahan Selasa, 30 Juni 2009 Banjarsari 
12 Kestalan Jumat, 17 Juli 2009 Banjarsari 
13 Kerten Selasa, 21 Juli 2009 Laweyan 
14 Keprabon Kamis, 23 Juli 2009 Banjarsari 
15 Jajar Jumat, 24 Juli 2009 Laweyan 
16 Panularan Selasa, 28 Juli 2009 Laweyan 
17 Setabelan Rabu, 29 Juli 2009 Banjarsari 
18 Kratonan Kamis, 30 Juli 2009 Serengan 
19 Timuran Senin, 3 Agustus 2009 Banjarsari 
20 Joyotakan Selasa, 4 Agustus 2009 Serengan 
21 Danukusuman Jumat, 7 Agustus 2009 Serengan 
Sumber: data BPN Surakarta 2008/2009 
Responsivitas Kantor Pertanahan Kota Surakarta sangat penting dalam 
melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena hal ini bisa dijadikan 
sebagai bukti nyata bahwa Kantor Pertanahan Kota Surakarta merespon 
terhadap segala aspirasi maupun keluhan-keluhan masyarakat dan juga 
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan 
adanya responsivitas yang tinggi dalam suatu organisasi akan dapat 
mewujudkan kinerja yang baik. 
Sikap responsif Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam menanggapi 
kebutuhan pemohon dalam hal ini yaitu masyarakat, Kantor Pertanahan harus 
memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan juga merespon 
berbagai keluhan ataupun tuntutan terkait dengan permasalahan dalam 
peralihan hak atas tanah. 
Sikap responsif Kantor Pertanahan Kota Surakarta dapat dilihat dari 
hasil wawancara dengan Bapak Masyigit, SH selaku kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT : 
”Terhadap tuntutan dan keluhan masyarakat, pihak Kantor Pertanahan 
sini sudah menyediakan loket pengaduan pelayanan dan juga melayani 
mediasi dalam pemecahan masalah melalui seksi sengketa dan konflik 
pertanahan yang sudah terstruktur di Kantor Pertanahan Surakarta.” 
 (sumber : wawancara 2 September 2009) 
Sementara itu Bapak Radiyanto, SH selaku Kasubsi sengketa dan 
konflik pertanahan juga menambahkan hal sebagai berikut : 
”Tiap ada laporan atau tuntutan terkait permasalahan yang dialami 
masyarakata itu mas, biasanya itu dari pihak yang dirugikan yang 
melapor.Laporan itu juga pasti kita terima dan langsung kita respon. 
Kalau berkasnya itu masuk dalam proses peralihan, hal itu dihentikan 
dulu di sana, baru pada pihak yang mengadu kita panggil trus kita 
inventarisir permasalahannya apa, lha setelah itu kita mencari data 
yang berkaitan dengan permasalah itu, setelah itu kita panggil pihak 
teradunya dan kita kumpulkan data-data lagi, setelah kita inventarisir 
lagi dah ketemu permasalahnnya apa, lalu kita carikan solusinya apa 
penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya ini butuh pertemuan kedua-
duanya, trus apa yang kita tawarkan untuk penyelesaian apakah pihak 
ini keberatan apa gak trus kita juga tanya keinginan kedua belah pihak 
apa, setelah kedua pihak sudah menyampaikan apa  yang diinginkan, 
lalu kita carikan jalan keluarnya. Dari ini kita tawarkan lagi kepada 
pihak yang lain apakah sepakat atau gak dengan solusi dari kita.”  
(sumber : wawancara 2 september 2009) 
Sikap Responsif Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat. Seperti 
yang diungkapkan oleh ibu Siti Aminah, SH yang juga seorang PPAT dari 
Kebalen : 
”Tiap saya mengadukan keluhan gitu mas biasanya pihak BPN sini ya 
langsung ngrespon gitu, bukti respon yang saya dapatkan tuh kalau ada 
masalah gitu saya konsultasi dulu sama petugasnya, kalau ada yang 
ndak beres ya ngomong langsung gitu ngadep ama kasinya. Kasinya 
juga langsung ngrespon gitu kok mas.”  
(sumber : wawancara 2 september 2009) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemohon peralihan hak waris 
yaitu ibu Marlisa dari Semanggi : 
”gini mas, saya ini asli solo tapi dah beberapa tahun tinggal 
diJakarta,ni saya balik solo  kan mau peralihan hak waris, trus 
permasalahan yang sedang saya alami sekarang ini tu ternyata tanah 
warisan saya sudah disertifikatkan dengan atas nama ipar saya, dia tu 
mensertfikatkan dengan membawa saksi palsu. Nah ini saya langsung 
kesini untuk mengurus hak saya sebagai ahli waris yang direbut ipar 
saya, kan dia tu gak berhak kok malah seenaknya wae 
mensertifikatkan warisan orang tua saya. Ini saya kesini udah bawa 
berbagai bukti yang mendukung, dan saksi dari keluarga. 
Alhamdulilah kok pihak BPN sini langsung merespon dengan baik. 
Pihak sini langsung mengecek data-data yang terkait dengan tanah 
waris itu dan segera memprosesnya untuk membuat sertifikat baru atas 
nama saya.” 
(sumber : wawancara 1 september 2009) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh 
ini respon Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap kebutuhan pemohonnya 
sudah baik. Sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang diberikan Kantor 
Pertanahan Surakarta terhadap harapan dan aspirasi masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat, khususuan pelayanan dalam hal peralihan 
hak atas tanah. Namun Kantor Pertanahan Kota Surakarta harus lebih 
mengoptimalkan lagi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat 
agar lebih baik, hal ini mengingat bahwa Kantor Pertanahan merupakan satu-
satunya instansi yang melayani masyarakat di bidang pertanahan. 
Sebelumnya di Kantor Pertanahan Kota Surakarta hanya tersedia 
empat loket yang tersedia, kemudian dalam perkembanganya untuk 
menampung semua keluhan maupun pengaduan dari masyarakat, Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta telah menyediakan loket pengaduan pelayanan, 
sehingga sekarang ini telah terdapat lima loket yang terdiri dari : 
1. Loket I : Informasi 
2. Loket II :Penerimaan berkas permohonan 
3. Loket III : Pembayaran biaya permohonan 
4. Loket IV : Pengambilan produk 
5. Loket V : Pengaduan pelayanan 
Dengan adanya loket pengaduan pelayanan, masyarakat bisa 
mengadukan secara langsung kepada Kantor Pertanahan terkait permasalahan 
atau keluhan yang dialami. Seperti yang diungkapkan Ibu Endang selaku 
petugas loket : 
”Sekarang ini mas di BPN sini mempunyai tambahan loket, ya tu yang 
tempatnya paling pojok deket pintu masuk tu namanya loket 
pengaduan pelayanan. Tiap masyarakat yang sedang mengalami 
keluhan atau kesulitan mengenai sertifikasi tanah bisa mengadu secara 
langsung dan akan langsung kami respon dengan baik, trus kalau ada 
yang tanya-tanya bagaimana cara mensertifikatkan tanah mereka bagi 
yang belum mudeng bisa tanya ke loket pengaduan pelayanan atau 
bagian informasi di loket 1.” (sumber : wawancara 2 september 2009) 
Tanggapan senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Aminah, SH. PPAT 
dari Kebalen yang mengajukan permohonan peralihan hak atas jual beli tanah: 
”Pihak sini kalau aku tanya atau mengajukan keluhan gitu langsung 
ngasih respon kok mas, tapi kadang-kadang tu jawaban yang dikasih 
kurang muaske jadi ya saya masih bingung, kalau terjadi gitu saya 
biasanya langsung ngadep Kasinya.” 
(sumber : wawancara 2 september 2009) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Marlisa pemohon peralihan 
hak waris dari Semanggi : 
”saya kan waktu itu mengadukan bahwa tanah warisan orang tua saya 
itu di balik nama oleh ipar saya, padahal kan dia gak berhak, langsung 
saya ngomong langsung ma pihak sini. Trus ya langsung dicek gitu 
mas tentang data-data yang terkait tentang tanah warisan dan segera 
diproses penyelesaiannya oleh pihak sini.” 
 (sumber : wawancara 1 september 2009) 
Dari hasil wawancara tentang responsivitas Kantor Pertanahan 
Surakarta dalam menanggapi keluhan dari pemohon, dapat disimpulkan 
bahwa responsivitas Kantor Pertanahan sudah cukup baik kepada pemohon 
sertifikasi peralihan hak atas tanah. Keluhan dari pemohon sertifikat tanah 
bisa tersampaikan langsung melalui loket pengaduan pelayanan. Di loket ini 
juga pemohon sertifikat tanah diberi kesempatan untuk menyampaikan 
harapan-harapan mereka, maupun saran yang mereka ingin sampaikan terkait 
peralihan hak atas tanah. Dengan adanya keluhan maupun saran dari pemohon 
sertifikat, Kantor pertanahan berupaya untuk menanggapi keluhan maupun 
saran tersebut dengan baik dan berusaha mewujudkan apa yang diharapkan 
pemohon sertifikat tanah. Hal tersebut seperti diungkapkan Bapak Masyigit, 
SH selaku kasubsi Peralihan Pembebanan hak dan PPAT : 
”kalau ada laporan dari masyarakat atau keluhan yang dialami terkait 
dengan tanah yang akan mereka balik nama, kami mengadakan 
penelitian data yuridis dari dokumen-dokumen yang ada serta meneliti 
keadaan objek di lapangan dengan membuat berita acara, penelitian itu 
kita anggap sebagai dasar penyelesaian masalah, jadi tiap ada masalah 
langsung kita teliti berkas-berkasnya dan juga gimana keadaan di 
lapangan yang terjadi, selain itu kami juga aktif menjalin komunikasi 
dengan masyarakat melalui penyuluhan kadarkum, Larasita, interaktif 
di TA TV dan juga di RRI.” 
(sumber : wawancara 2 september 2009) 
Dengan adanya responsivitas yang tinggi dalam suatu organisasi dapat 
mewujudkan kinerja yang baik. Responsivitas yang tinggi dalam organisasi 
juga dapat membuat organisasi bisa lebih mengerti akan kebutuhan 
masyarakat. Responsivitas yang tinggi juga akan memberikan dampak yang 
positif yaitu komunikasi organisasi dengan masyarakat bisa terjalin dengan 
baik. Dengan adanya komunikasi yang interaktif, maka pelayanan yang 
didapatkan akan semakin nyaman dan bisa lebih optimal. 
C. Indikator Akuntabilitas 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan 
pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman  
penyelengaraan pelayanan kepada pihak yang memliki kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut 
Akuntabilitas Kantor Pertanahan Kota Surakarta dapat didefinisikan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam 
sertifikasi tanah, lebih khususnya lagi dalam peralihan hak atas tanah kepada 
pihak yang memiliki hak dan dan kewenangan dalam meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta adalah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPN RI). 
Tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai satu-
satunya pemberi pelayanan pertanahan di bidang pertanahan di Kota Surakarta 
memegang peranan penting dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai pelayan dibidang pertanahan, kantor 
pertanahan Surakarta harus mempunyai laporan yang bisa 
dipertanggungjawabkan dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. 
Sikap tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam 
menjalankan tugas-tugasnya sudah berjalan dengan baik dan sudah ada 
penyusunan laporan kegiatan baik yang rutin maupun yang insidental seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak Masyigit, SH selaku kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT : 
”Secara organisasi dan hubungan antar instansi sudah ada formulasi 
pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan baik yang rutin maupun 
yang bersifat paket, sebagai contohnya tu kegiatan proyek operasi 
nasional agraria (PRONA) yaitu kegiatan sertifikasi yang dibiayai 
pemerintah, kemudian ada lagi kegiatan sertifikasi massal swadaya 
(SMS) yaitu atas permintaan masyarakat bersama dengan biaya 
swadana, trus ada lagi kegiatan pendaftaran sertifikat yang dibiayai 
oleh bantuan Bank Dunia yang dikendalikan oleh manajemen pusat 
yang dikasih nama Ajudikasi.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Dari apa yang disampaikan Bapak Masyigit, SH menjelaskan bahwa 
tanggung jawab Kantor Pertanahan pelayanan sertifikasi tanah sangat besar 
karena mengingat setiap orang yang mempunyai tanah membutuhkan yang 
namanya sertifikat tanah, sehingga perlu adanya upaya dan rasa tanggung 
jawab yang tinggi untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan di bidang 
pertanahan agar masyarakat khususnya di Kota Surakarta sudah mempunyai 
sertifikat atas tanah mereka. 
Dalam melakukan tugas sebagai pemberi pelayanan sertifikasi tanah, 
Kantor pertanahan mempunyai beberapa pedoman atau acuan yang digunakan 
seperti yang disampaikan Bapak Masyigit, SH selaku kasubsi peralihan 
pembebanan hak dan PPAT : 
”Selain ketentuan-ketentuan pertanahan pada umumnya, dalam 
melaksanakan tugas pelayanan acuan yang kami gunakan ada banyak 
mas, antara lain itu Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 
Pelayanan yang disingkat SPPOP, kemudian PP NO.46 tahun 2002 
tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di 
BPN. Selain itu juga mengacu juga pada biaya pelayanan pemeriksaan 
tanah kantor pertanahan Kota Surakarta, ditambah lagi ada UU RI 
No.21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan yang 
sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.26 tahun 2000.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
 
Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Radiyanto, SH selaku 
kasubsi sengketa dan konflik : 
”ya.....kami dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan 
sertifikasi tanah pastinya menggunakan banyak acuan yang kami 
gunakan dengan harapan bisa memberikan pelayanan yang optimal, 
tiap biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sertifikat ya udah 
ada aturannya yaitu di PP NOMOR 46 tahun 2002.tiap kegiatan yang 
kami lakukan juga pasti ada laporanya mas. Tiap bagian mempunyai 
laporan masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan, dan 
setelah itu laporan tiap bagian dikumpulkan jadi satu.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta memakai acuan yang digunakan, akan tetapi yang masih 
terjadi adalah proses administrasi yang cenderung rumit dan berbelit, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam pelayanan peralihan hak atas tanah. 
Hal ini seperti yang disampaikan pemohon peralihan hak milik yaitu Bapak 
Prinlan dari Ngoresan : 
”saya kan abis membeli tanah seluas 150 m2 dengan sertipikatnya hak 
milik, kemudian saya balik nama sertifikatnya abis biayanya dua ratus 
lima puluh ribu. Yang masih saya resahkan tu prosesnya saya rasakan 
terlalu rumit, jadi ya capek ngurus sendiri. Tapi kalau ngurus sendiri 
gini tanpa lewat calo atau notaris kita jadi pengalaman dan jadi 
mudeng. Kebanyakan orang kan biasanya males ngurus. Dengan 
ngurus sendiri gini saya bisa merasakan dan bisa tau gimana prosedur 
yang ada, eh ternyata memang prosedurnya susah  Harus ini itu lah 
bikin pusing. (sumber : wawancara 9 November 2009) 
Hal yang sama juga diungkapkan pemohon peralihan jual beli yaitu 
Bapak Andi Maulana dari Pasar Kliwon : 
”dulu saya pernah balik nama tapi lewat notaris, sekarang ini saya kan 
mumpung gak ada kerjaan pengen tak coba sendiri mas, biar tau 
gimana to prosedurnya. Ternyata prosedurnya memang susah, kalau 
gak pengalaman seperti saya ya mending pasrah saja ke notaris jadi 
dak perlu capek-capek ngurus sendiri. Waktu itu kan tanah yang mau 
tak balik nama tu luasnya 200m2. Biayanya ya cukup besar. Soal 
perinciannya habis buat apa saja saya ndak tau, saya yang penting 
bayar gitu aja. (sumber : wawancara 9 November 2009) 
 
Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Masyigit, SH dan Bapak 
Radiyanto, SH dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya menggunakan prosedur yang sesuai dengan undang-
undang ataupun peraturan pemerintah yang berlaku dan juga dalam 
menentukan besarnya tarif yang harus dibayarkan pemohon disesuaikan 
dengan Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah. 
Akan tetapi menurut pendapat yang disampaikan Bapak Prinlan dan Bapak 
Andi Maulana, prosedur dalam peralihan hak atas tanah cenderung rumit dan 
biaya yang dikeluarkan cukup besar. Untuk melihat lebih jelasnya lagi tentang 







Daftar Biaya / Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002  
NO. JENIS PELAYANAN SATUAN  TARIF 
I. PENDAFTARAN TANAH   
1 Konversi/Pengakuan Hak Bidang 25.000 
2 Pendaftaran SK.pemberian Hak Bidang 25.000 
II PEMELIHARAAN DATA   
1 Pendaftaran Tanah Bidang 25.000 
2 Pemecahan sertifikat Bidang 25.000 
3 Pemindahan/Peralihan hak Bidang 25.000 




6 Pendaftarn Hak Tanggungan Bidang 25.000 
7 Roya Bidang 25.000 
8 Ganti Nama/Ralat Nama Bidang 25.000 
9 Pencatatan/Lain-lain Bidang 25.000 
III INFORMASI PERTANAHAN   
1 Surat Ukur Dengan Kertas Bidang 25.000 
2 Titik Dasar Teknik Orde 2 Titik 45.000 
3 Titik Dasar Teknik Orde 3 Titik 30.000 
4 Salinan/Kutipan Warkah Bidang 25.000 
5 Peta Pendaftaran Blue Print Lembar 400.000 
6 Peta Pendaftaran Tanah Digital Lembar 500.000 
7 PetaDasar/Peta Dasar Pendaftaran/Peta 
Garis/Peta Tata Guna Tanah (Blue 
Print) 
Lembar 30.000 
8 PetaDasar/Peta Dasar Pendaftaran/Peta 
Garis/Peta Tata Guna Tanah Sephia 
Lembar 60.000 
9 PetaDasar/Peta Dasar Pendaftaran/Peta 
Garis/Peta Tata Guna Tanah (Drafting 
Film) 
Lembar 120.000 
10 PetaDasar/Peta Dasar Pendaftaran/Peta 
Garis/Peta Tata Guna Tanah Digital 
Lembar 120.000 
11 Photo Udara Blow Up Lembar 200.000 
12 Photo Udara Digital Lembar 100.000 
13 Peta Photo Drafting Film Lembar 200.000 
14 Peta Photo Digital Lembar 200.000 
15 Peta Penggunaan tanah Dengan Kertas Lembar/blad 120.000 
16 Peta Penggunaan tanah Dengan Kertas Lembar/wil 150.000 
17 Peta Kemampuan tanah dengan kertas Lembar/blad 90.000 
18 Peta analisa Peggunaan tanah dengan 
Kertas 
Lembar/wil 150.000 
IV INFORMASI TEKSTUAL   
 a. SKPT Bidang 25.000 
 b. Pengecekan Sertipikat Bidang 25.000 
V Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Bidang 1.000.000 
VI Redistribusi Tanah Secara Swadaya  Bidang 453.000 
Sumber: data BPN Surakarta 2008/2009 
Tiap pemohon yang ingin balik nama hak atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta harus memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan, tanggung jawab Kantor Pertanahan kota Surakarta apabila 
mendapati pemohon atau masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi 
persyaratan akan mengembalikan formulir atau dokumen yang telah 
diserahkan untuk dilengkapi kembali dengan persyaratan yang telah 
ditentukan pihak kantor Pertanahan, seperti yang diungkapkan Bapak 
Masyigit, SH sebagai kasubsi peralihan pembebanan hak dan PPAT : 
”Tiap pemohon yang belum melengkapi persyaratan dokumen yang 
telah ditentukan, dokumen tersebut akan kita kembalikan lagi untuk 
dilengkapi. Baru setelah dokumen ataupun syarat-syarat sudah lengkap 
maka kami baru memproses permohonan peralihan hak tanah 
pemohon. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam 
memasukkan data dan juga agar kita bisa lebih bisa teliti apakah tanah 
yang akan didaftarkan itu bener-bener tanah yang dimiliki pemohon 
atau tanah orang lain, jadi pada intinya kita akan melayani pemohon 
apabila syarat mereka sudah lengkap, kalau syarat yang mereka penuhi 
masih kurang kan bisa saja itu tanahnya bermasalah. Tanggung jawab 
kita gede mas karena diperlukan ketelitian dalam mengecek tiap 
dokumen pemohon yang masuk, karena apabila kita tidak teliti pasti 
timbul masalah.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Demikian juga tanggapan Ibu Endang selaku petugas Loket kantor 
Pertanahan Kota Surakarta : 
”Wah...kalau tiap ada dokumen yang masuk kita pasti lngsung teliti 
kelengkapannya mas karena itu dah tanggung jawab kita, kalau ga ya 
bisa kacau pasti ada masalah di kemudian hari yang terjadi. Dokumen 
yang diserahkan pemohon yang kurang lengkap pasti akan kami 
kembalikan lagi untuk dilengkapi dan kemudian bisa menyerahkan 
kembali.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Dari apa yang disampaikan Bapak Masyigit, SH dan Ibu Endang 
tersebut dapat diketahui bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah 
berupaya untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, yaitu 
dengan meneliti dokumen-dokumen persyaratan yang masuk. Apabila 
dokumen yang telah diajukan sudah lengkap maka akan segera diproses, akan 
tetapi apabila belum akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi.  
Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam 
peralihan hak atas tanah : 
D. Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Merger, 
Cessie, Putusan atau Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan 
Hukum Tetap dan Tukar Menukar) 
1. Sertipikat Hak Atas Tanah. 
2. Surat Permohonan 
3. Surat Kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan. 
4. Identitas para pihak (fotokopi KTP, untuk badan hukum 
fotokopi akta pendirian) dengan menunjukan aslinya 
5. Surat Persetujuan jika diperlukant 
6. Ijin Peralihan hak (apabila dipersyaratkan oleh ketentuan) 
7. Putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, atau Akta Merger, atau cessie, atau akta PPAT (sesuai 
dengan jenis permohonannya) 
8. SPPT tahun terakhir 
9. Surat-surat pernyataan bermaterai yang diperlukan 
10. Bukti pelunasan PPH (apabila diperlukan) 
11. Bukti pelunasan BPHTB walaupun nihil (minimal transaksi Rp. 
20.000.000) 
E. Peralihan Hak Waris 
1. Sertifikat Hak atas tanah 
2. Surat permohonan 
3. Surat kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan 
4. Fotokopi KTP semua ahli waris dengan menunjukan aslinya 
5. Fotokopi Surat kematian 
6. Surat tanda bukti sebagai ahli waris 
7. Wasiat dari pewaris, putusan atau penetapan pengadilan atau 
bagi WNI pribumi, dibuat oleh para ahli waris dengan dua 
orang saksi dikuatka kades atau Kakel, dan Camat domisili 
terakhir pewaris, bagi WNI keturunan Tionghoa dibuat oleh 
Notaris 
8. Penetapan atau putusa pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap (bila sudah ada), atau akta pembagian waris dengan dua 
orang saksi diketahui pejabat yang berwenang atau akta notaris 
9. SPPT tahun terakhir 
10. BPHTB walaupun nihil (NPOPTKP sesuai Surat KTPBB SKA 
NO: S-229/WPJ.10/KB.1004/2004 tanggal 08-01-2004 dengan 
NPOPTKP Rp. 200 juta) 
Dari persyaratan yang telah ditentukan di atas dapat kita lihat bahwa 
dalam mendaftarkan tanah yang akan di balik nama memerlukan syarat maupun 
dokumen yang lengkap dan jelas, sehingga apabila terdapat dokumen dari 
pemohon balik nama yang kurang lengkap, tanggung jawab Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta adalah segera meneliti dokumen tersebut dan mengembalikan 
dokumen permohonan balik nama tersebut kepada pemohon untuk segera 
dilengkapi. Seperti yang telah diungkapkan Bapak Masyigit, SH dan Ibu Endang, 
tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur 
yang berlandaskan hukum. 
Sertipikat tanah yang akan di balik nama oleh pihak Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta sebelumnya akan diperiksa terlebih dahulu apakah sertipikat 
tersebut asli atau palsu karena banyak terjadi permasalahan terkait dengan 
sertipikat tanah. Permasalahan yang sering terjadi adalah ditemukannya sertipikat 
asli tapi palsu atau lebih biasa dikenal dengan sertipikat aspal, selain itu juga 
terdapat sertifikat ganda yang perlu diteliti dari kedua sertipikat tersebut manakah 
yang asli. Tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Surakarta apabila ditemukan 
Sertipikat aspal maupun sertipikat ganda adalah dengan meneliti sertipikat 
tersebut dengan mencari kebenaran melalui data yang ada di Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dan juga langsung datang ke lapangan secara langsung untuk 
melihat kebenarannya, seperti yang diungkapkan Bapak Masyigit selaku Kasubsi 
Peralihan pembebanan hak dan PPAT : 
”Kalau ditemukan Sertifikat aspal ataupun sertipikat ganda ya kita 
langsung teliti berkas penelitiannya hal ini dilakukan untuk investigasi 
guna mencari kebenaran dan untuk sertipikat yang tidak sah maupun 
palsu dinyatakan tidak sah kita melihat dengan No.seri setipikat serta 
pengamannya, kemudian capnya juga kita priksa, pejabatnya juga yang 
menandatangani kita cek apakah sesuai atau tidak, kalau yang sertpikat 
ganda itu ya kita cari kebenarannya mana yang asli mana yang tidak 
gitu....” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Tanggapan senada juga diungkapkan oleh Bapak Radiyanto, SH selaku 
Kasubsi sengketa dan konflik pertanahan : 
”Kalau sertpikat ganda itu pernah terjadi ya karena overlap kurang 
pengecekan juga, kalau ada ya pasti kita cek kebenaranya, tapi yang 
menjadi masalah kan sekarang teknologi udah tinggi jadi ya cukup 
sulit untuk bedain. pernah ada masalah dua orang yang sama-sama 
punya sertifikat yang sam, karena dulu sini tu petanya masih kosong 
jadi ya ternyata sama-sama salah. Setelah kita petakan kembali kita 
cari permasalahannya dan solusi apa yang terbaik. Masalah itu dulu 
terjadinya di Clolo mas sudah sejak tahun 1985 baru selesai sama-
sama setuju dengan apa yang kita tawarkan pada 2007 akhir. Kita ya 
ngomong sama mereka daripada sama-sama tidak bisa memanfaatkan 
tanah tersebut, kalau dijadikan jaminan kredit juga gak bisa karena 
sertipikatnya bermasalah. Kita menampung aspirasi dari keduanya lalu 
kita kasih solusi, tapi meskipun kita dah kasih solusi gak bisa langsung 
ketok palu mas, ya kita tanya dulu kedua pihak setuju pa gak, kalau 
ada yang keberatan ya kita tanya keberatannya dimana, trus pihak ini 
pengenya apa yang satunya apa sampai bener-bener oke. Sepanjang 
dalam koridor mediasi tidak bisa terselesaikan baru kita menawarkan 
lewat jalur hukum. Konflik kayak gini kan juga tanggung jawab kami 
juga untuk nylesein.” 
(sumber : wawancara 2 September 2009) 
Dari apa yang disampaikan Bapak Masyigit, SH dan Bapak Radiyanto, 
SH menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berupaya untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah yang terkait 
dengan sertipikat ganda, akan tetapi yang menjadi hambatan adalah menemukan 
solusi yang bisa diterima kedua belah pihak yang sedang bermasalah, sehingga 
untuk menyelesaikan permaslahan tersebut cukup memakan waktu yang lama. 
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
Kantor Pertanahan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat 
pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam balik 
nama sertifikat mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit 
sehingga memerlukan waktu yang lama dalam peralihan hak atas tanah. Akan 
tetapi di sisi lain, Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah melaksanakan tanggung 
jawab sebagai  mediator antara pihak yang bersengketa dengan memberi solusi 


































Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
termasuk dalam kategori baik, dilihat dari indikator yang ada yakni  produktivitas, 
responsivitas, dan akuntabilitas. 
Produktivitas Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam peralihan hak 
atas tanah juga sudah cukup baik karena sudah mencapai target dan  sudah 
memenuhi SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Hal ini 
dapat kita lihat dari penyelesaian peralihan hak atas tanah setiap bulannya yang 
bisa dikatakan lebih dari separo bahkan hampir semua permohonan peralihan hak 
atas tanah dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu. Di Kota Surakarta 
sendiri tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan sebanyak 95%, hal ini 
menunjukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah cukup mencapai target , 
hanya 5% yang belum terdaftar. 
Responsivitas Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah baik. Dilihat dari 
tanggapan pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap harapan-harapan, 
aspirasi dan juga keluhan-keluhan yang dialami pemohon sertifikasi tanah. Kantor 
Pertanahan  Kota Surakarta mengacu pada SPOPP (standar prosedur operasi 
pengaturan dan pelayanan) dalam memberikan pelayanan guna memenuhi 
kebutuhan pengguna pemohon sertifikasi peralihan hak atas tanah. Meskipun 
masih banyak terkait keluhan, namum Kantor Pertanahan Kota Surakarta tetap 
menanggapi dengan sabar dan baik melalui loket pengaduan pelayanan. Keluhan 
yang dialami masyarakat pemohon seringkali dikarenakan kurang mengerti 
tentang syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan dalam peralihan hak atas 
tanah, hal ini wajar terjadi karena dokumen yang harus diserahkan cukup banyak, 
dan pemohon seringkali kurang teliti sehingga dokumen yang diserahkan kurang 
lengkap. Jadi dapat dikatakan apabila proses sertifikasi peralihan hak atas tanah 
memakan waktu yang lama itu bukan dikarenakan pelayanannya  yang kurang 
baik akan tetapi dari pihak pemohon sendiri yang kurang teliti dalam melengkapi 
syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga Kantor Pertanahan Kota Surakarta belum 
bisa melayani pemohon tersebut. 
Akuntabilitas Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam peralihan hak atas 
tanah bisa dikatakan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat 
pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam balik 
nama sertifikat mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit 
sehingga memerlukan waktu yang lama dalam peralihan hak atas tanah. Akan 
tetapi Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah berupaya untuk melaksanakan 
tanggung jawabnya dalam masalah yang terkait dengan sertipikat ganda dengan 
meneliti dari berkas atau dokumen yang ada dengan tujuan dapat mengetahui 
sertipikat yang asli. Dalam tiap konflik dan sengketa pertanahan, Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
menjadi mediator yang baik dan dapat member solusi yang dapat diterima oleh 
kedua belah pihak yang bersengketa. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis hendak mengajukan 
saran yang dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Kota 
Surakarta dalam  pelayanan peralihan hak atas tanah yaitu  
1. Perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam pelayanan peralihan 
hak atas tanah karena masih cenderung rumit dan juga tentang 
kejelasan biaya yang harus dikeluarkan,  sehingga masyarakat yang 
mengurus peralihan hak atas tanah bisa dapat dengan mudah 
mengurus sertifikatnya tanpa lewat calo maupun notaris. 
2. Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebaiknya selalu meningkatkan 
kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Meskipun selama ini Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta sudah menanggapi dengan baik 
berbagai keluhan yang ada, diharapkan selanjutnya untuk berupaya 
lebih baik lagi agar dapat meminimalis keluhan yang dialami 
pemohon. Perlu juga adanya rapat evaluasi kinerja yang intensif 
yang bertujuan mengevaluasi kinerja, sehingga Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dapat mengetahui kekurangan-kekurangan 
kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap pemohon 
sertipikat tanah. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang 
ada, Kantor Pertanahan Kota Surakarta dapat memperbaiki 
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